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Hak cipta sebagai suatu perwujudan benda immaterial yang didalamnya 
terdapat suatu Nilai ekonomis, selain itu Hak Cipta dapat dijadikan jaminan. Dalam 
penerapannya, Di Indonesia masih belum bisa Di praktekkan Hal ini disebabkan 
belum adanya ketentuan lebih lanjut tentang hak cipta terkait dengan Objek 
Jaminan Fidusia.  
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji tentang mekanisme penerpapan 
Hak Cipta Terkait dengan Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dan Singapura? 2) 
Bagaimana perbandingan penerapan Hak Cipta terkait dengan Objek Jaminan 
fidusia antara Indonesia dengan Singapura?  
Jenis Penelitian ini mengugunakan studi Kepustakaan, Dengan pendekatan 
Hukum normatif, Metode pengumpulan data dengan teknik  kualitatif  
Mekanisme penerapan Hak Cipta sebagai benda jaminan fidusia di Indonesia 
tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan tentang Jaminan Fidusia, namun tidak 
dijelaskan lebih lanjut mengenai Hak cipta yang dijaminkan fidusia, dalam 
pelaksanaananya belum ada lembaga yang ditunjuk untuk menetapkan nilai Hak 
cipta sebagai objek jaminan. Sebagai perbandingan, Singapura memiliki badan 
yang disebut Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) untuk menilai objek 
Hak Cipta sebagai jaminan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan 
di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 






Copyright as an embodiment of an intangible object with economic value, 
copyright can also be used as collateral. In its application, it is not yet practical in 
Indonesia. This is due to the lack of additional provisions on copyright related to 
the objects of fiduciary guarantees.  
The purpose of this research is: 1) To study the copyright enforcement 
mechanism related to trust guarantee objects in Indonesia and Singapore. 2) What 
is the comparison between the Indonesian and Singapore copyright applications for 
trust guarantee objects?  
This type of research uses bibliographic research, standard legal methods, and 
data collection methods that use qualitative techniques.  
Indonesia's mechanism for making copyright an object of entrusted security is 
governed by the laws and regulations on entrusted security, but does not elaborate 
on the copyright of entrusted security In its implementation process, there is no 
agency designated to determine the value of copyright as collateral. In contrast, 
Singapore has an institution called the Intellectual Property Office of Singapore 
(IPOS) to assess copyrighted objects as collateral.  
 Based on the results of this research, it is expected that it will become the 
information and input of students, academics, professionals and all the needy parties 
of the Tegal Pancasakti University Law School.  
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1. Latar belakang 
Intellectual Property Right ialah terjemahan resmi dari Hak Kekayaan 
Intelektual yang merupakan bagian dari sistem yang saat ini melekat pada tata 
kehidupan modern, Hak kekayaan intelektual juga sebagai hak eksklusif yang 
diberikan Negara kepada individu pelaku KI yang mana dmaksudkan sebagai 
penghargaan atas karya yang dimiliki pemiliknya, sehingga pemilik KI 
berwenang atas, penjualan, serta kegiatan lain berkenaan dengan KI yang 
dimilikinya. Jil Mc Keough dan Andrew stewart, Kekayaan intelektual sebagai 
sekumpulan Hak yang diberikan hukum untuk melindungi dan investasi 
ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.1 Kendati demikian yang menjadi salah 
satu aspek hak khusus pada kekayaan intelektual adalah hak untuk mendapatkan 
keuntungan berupa hak ekonomi. Mengenai pernyataan itu, jika diperhatikan 
pada negara maju misalnya, Negara Singapura yang mendapatkan keuntungan 
ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk kekayaan intelektual,2 
Hak kekayaan intelektual bukan hanya menjadi sebuah aset berharga akan 
tetapi juga dapat menjadi sumber pembiyaaan penting tetapi juga dapat menjadi 
sumber pembiyaaan penting,3 antara lainnya adalah, untuk mendapatkan bantuan 
berupa kredit dari lembaga keuangan atas suatu jaminan.
 
1Mc keough jill, et.al. Inteleectual property in Australia, Sidney: second edition, 
butterworthis, 2009, hlm. 1 
2Feery Gunawan, .Hak Cipta Jaminan kredit perbankan ekonomi kreatif, Bandung: PT 
Alumni 2018, hlm. 2. 
3Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan.Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan, 




terhadap benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, yang merupakan salah 
satu bagian dari kekayaan intelektual, di Amerika serikat sudah diatur dengan 
menggunakan konsep seperti Developer Software. hal tersebut juga mendapat 
dukungan dari organisasi dunia dalam sidang UNICITRAL (United Commision 
On International Trade Law) ke 13 tahun 2008, antara lain dengan materi hak 
jaminan terhadap kekayaan intelektual Scurity Right in Intellectual Property, 
didalam meteri tersebut juga menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual 
dapat dijadikan jaminan kredit secara Internasional khususnya terhadap hak 
cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan intelektual.4 
  Pengertian mengenai Hak cipta itu sendiri terdapat pada pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, yang menyatakan 
Bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif yang timbul secara otomatis dengan 
berdasarkan Prinsip deklaratif.5 Didalam hak cipta terdapat pula hak ekonomi, 
Hak ekonomi pada hak cipta yaitu hak yang memeberikan keuntungan secara 
finansial,6 yang mana dalam hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di 
tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak 
cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak 
cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan, Adapun mengenai 
karakter benda pada hak cipta ini secara tegas di sebutkan dalam pasal 16 ayat 1 
 
4UNICITRAL, 2011, Unicitral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on 
Security Rights in Intellectual Property, diakses pada 03:10, 25 desember 2020. 
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/securitylg/e/1057126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf. 
5Dewi Sulistianingsih, Perdebatan  pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual, 
yogyakarta; Pohon cahaya, 2016, hlm. 47. 
6Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan 




bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Maka berdasarkan 
ketentuan tersebut terakit Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud ini  
dapat memungkinkan untuk menjadi objek jaminan dalam bentuk jaminan 
fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang- Undang 
Hak Cipta. Dengan demikian, adanya ketentuan ini maka pemegang Hak Cipta 
juga dapat melakukan pinjaman salah satunya dengan menggunakan skema 
jaminan fidusia. 
 Jaminan fidusia merupakan jenis konsep dari bentuk jaminan yang ada 
selain gadai dan hipotik.7 Di Indonesia lahirnya jaminan fidusia tidak hanya 
berdasarkan pada yurisprudensi saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan 
berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia 
dalam menjalankan praktek fidusia, peraturan tersebut menjadi payung hukum 
bagi para pihak yang berkaitan, Adapun dapat kita ketahui, bahwa dasar dari 
pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah atas dasar kepercayaan.8 yakni 
penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan agunan 
bagi pelunasan piutang bagi kreditor. Dalam sistem penyerahan hak milik atas 
benda ini dimaksud kan sebagai  suatu agunan dari plunasan tertentu, 
yang..mengutamakan penguasaan kedudukan benda masih berada di tangan 
debitur.9 Mengenai jenis atau yang menjadi objek jaminan yang dapat 
difidusiakan termuat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 
 
7Tatak Subagiyo, Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-undang jaminan fidusia, 
Surabaya: UWKS Press, 2019. hlm. 203. 
8Soesi Idayanti, et.al, “Perlindungan Hukum debitur terhadap akta Jaminan fidusia yang cacat 
hukum”, jurnal Ilmu Hukum Diktum, Vol, 7. No. 2. November 2019. hlm, 102. 
9Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek kredit perbankan”, 




Jaminan Fidusia Fidusia, yakni; Benda gerak, yang berwujud ataupun tidak 
berwujud; dan..tidak bergerak, seperti bangunan yang tidak dibebani hak 
tanggungan. Oleh sebab..itu, jika dikaitan dengan hak cipta sebagai benda 
bergerak tidak berwujud ini tidak mangatur lebih lanjut mengenai cara 
penjaminan Fidusia menggunakan Hak Cipta dan syarat-syarat penjaminan 
menggunakan Hak Cipta.10  
Adapun mekanisme yang terkait dengan pembebanan jaminan fidusia, 
berdasarakan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 dimana menjealaskan 
mengenai pembebanan jaminan fidusia ini harus dibuat dengan akta notaris 
dengan bahasa indonesia dan kemudian diajukan untuk didaftarkan ke kantor 
pendaftaran Fidusia, Permohonan pendaftaran ini diajukan dalam jangka waktu 
paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia 
dalam proses tersebut permohonan pendaftaran akan memperoleh bukti 
pembayaran, setelah permohonan membayarkan biaya pendaftaran jaminan 
fidusia melalui bank dengan berdasarkan bukti pendaftaran, bukti akta jaminan 
ini lahir pada tangal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia yang dicatat. 
benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia harus didaftarkan sehingga 
memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur, dan mempermudah pelaksanaan 
penjaminan tersebut. 
 
10Merry Tjoanda “Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” FH Universitas 





  Kemudian mengenai penilaian aset jaminan pada hak cipta harus dengan 
metode dan parameter yang jelas11 hal ini sebagai dasar pertimbangan bagi 
lembaga keuangan untuk menerima suatu asset jaminan terhadap hak cipta atas 
kelayakan hak cipta yang dijaminkan,12 Contohnya seperti bank, bank sebagai 
lembaga keuangan yang juga berperan untuk memberikan pinjaman dengan 
skema fidusia, Akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum memfasilitasi dan 
meregulasi mengenai penerapan yang dimaksud dalam Undang undang No. 42 
tahun 1999 yang mana dapat dijadikan sebagai dasar hukum terkait dengan 
mekanisme penerapan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Baik dari perbankan maupun lembaga jaminan fidusia, sehingga untuk dapat 
menilai suatu benda pada hak cipta berapa nilai Hak Cipta ini memerlukan 
sebuah pasar yang mana hal ini sebagai ukuran untuk menetukan nilai ekonomi 
dari Hak cipta dari Pencipta dan bagaimana bank bisa menaksir nilai ekonomi 
dari Hak Cipta tersebut.13 
 Jika dibandingakan dengan Negara Singapura pengaturan mengenai hak 
cipta di singapura diatur dalam Copyright Act, (Cap, 63, 2006 Rev ed) Dalam 
undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai hak cipta sebgai 
jaminan fidusia,14 Mengenai penerapan Hak cipta dikelola melalui sebuah 
lembaga yang mana lembaga ini berperan sebagai untuk melindungi dan 
 
11Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme penentuan Nilai ekonomis dan Pengikatan Hak cipta 
sebagai objek Jaminan Fidusia”, Media Hukum Vol 23. No. 2. Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta Desember 2016.  hlm. 105. 
12Wan Ulfa Nur Zuhra, “Hak Cipta Juga Bisa Jadi Jaminan Kredit”, Tirto.id, dikutip pada 
pukul 02:30, 10 November 2020.  
13Marni Emmy Mustafa, Aneka penegakan hukum Hak cipta, Paten, Merek, Dan Indikasi 
geografis, Bandung: Alumni, 2017, Cet, 1, hlm. 29. 
14Singapore Law Watch (SLW) https://www.singaporelawwatch.sg/&usg. dikutip pada 




memberikan penilaian ekonomi terhadap suatu hak cipta yakni oleh Kantor 
kekayaan intelektual singapura IPOS(Intellectual Property Office Singapore). 
Konseps seperti ini memungkinan perusahaan untuk menjaminkan hak cipta 
sebagai jaminan, yang mana kantor ini akan menunjuk tiga bank antara lain yaitu 
Over chinese banking cooporation,..Development Bank of singapore, 
united..Overseas..Bank, Bank ini akan menyalurkan kredit atau pendanaan 
dengan jaminan kekayaaan intelektual termasuk hak cipta.15  
 IPOS dalam menangani pengolaan penilaian pada suatu aset KI yakni 
dengan sistem valuasi melalui Intellectual Property Value Lab, IPVL, yang mana 
merupakan perkembangkan dari manajemen dan strategi KI di Singapura, 
Adapun fungsi lembaga ini adalah antara lain;16 a). Mempromosikan dan 
mengembangkan manajemen dan strategi KI, b). Komersialisasi dan monetary 
KI, c). Menilai aset-aset KI. Selain IPVL juga terdapat Participating Finansial 
Institution (PFIs), yaitu lembaga partisipasi finansial yang memiliki fungsi untuk 
mendorong lembaga keuangan di Negara Singapura guna menerima aset-aset KI 
Sebagai suatu jaminan. PFIs inilah yang nantinya akan melakukan proses due 
diligence17 dalam menilai suatu kelayakan kredit.  
Dalam konteks tersebut terkait dengan penerapan dari ketentuan baik 
menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta ataupun terhadap 
 
15Ferry Gunawan, Ibid. hlm, 178. 
16Update to the intellectual property Hub master plane, “Intellectual Property Financing 
Scheme Information Sheet”, https://www.ipos.gov.sg/ 1 July 2016.pdf. diakses pada tanggal  25 
November 2020.  
17Mochamad Januar Rizki, “Memahami Strategi dan Aspek Penting Dalam Pembuatan Legal 





Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, ini masih belum 
dapat terlaksanakan, sebab belum adanya lembaga yang secara khusus sehingga 
dapat menghambat pelaksanaan hak cipta terkait dengan jaminan fidusia, Upaya 
Pemerintah berkenaan dengan penjelasan pasal yang menerangkan bahwa hak 
cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi, namun demikian 
tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Berkaitan dengan 
itu maka jika dipahami bahwa peraturan perundang-undangan yang 
menjadiptolak ukur pemberlakuan hak cipta sebagai objekojaminan fidusiapjika 
dilihat secara aspekppelaksanaan proseduralnya adalah Undang-Undang Nomor. 
42 Tahun 1999 tentang JaminanpFidusia. sedangkan dioSingapura mengenai 
mekanismekpenerapanoterhadap hak cipta terkait dengan objek jaminan fidusia 
ini dikelola olehplembagalIPOS, lembaga ini merupakan lembaga untuk 
mengembangkan aset kekayaan intelektual di negara Singapura. Terkait dengan 
hal tersebut maka dipandang perlu untuk 
dilakukanokajianodanopenelitianolebih lanjut mengenai bagaimana cara 
penerapan hak cipta yangodapat dijadikanpobjek jaminan fidusia, bagaimana 
perbandinganpmengenai penerapan Hak cipta terkait dengan objek Jaminan 
fidusia antara negara Indonesia dengan Singapura. 
2. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, 
maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: 
1. Bagaimana mekanisme penerapan Hak cipta terkait dengan Objek 




2. Bagaimana perbandingan penerapan Hak cipta terkait dengan Objek 
Jaminan fidusia antara Indonesia dengan Singapura? 
3. Tujuan penelitian 
          Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengkaji mekanisme penerapan pada hak cipta terkait objek 
jaminan fidusia di Indonesia dan Singapura. 
2. Untuk mengkaji mengenai perbandingan penerapan hak cipta terkait 
dengan objek yang dapat dijadikan Jaminan fidusia antara Indonesia 
dengan Singapura. 
4. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 
pembaca ataupun Penulis sendiri, sebab tujuan pada suatu penelitian ditentukan 
oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang 
diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:  
1) Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam mengembangankan ilmu hokum secara nasional 
maupun internasional terutama Untuk mengakaji norma hukum yang 
berkaitan dengan mekanisme Penerapan hak Cipta terkait Objek 
jaminan fidusia. 
2) Manfaat Praktik 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi 




terkait pada penerapan Hak cipta terkait objek jaminan fidusia. Antara 
Indonesia dengan singapura. 
5. Tinjauan Pustaka 
     Penelitian dengan tema tentang Hak cipta terkait dengan objek Jaminan 
fidusia telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Untuk memberikan gambaran 
terhadap posisi penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian yang sudah ada, 
berikut peneliti ilustrasikan 3 (tiga) peneliti terkait:  
1. Nur Amelia Pratiwi, skripsi, “Pengikatan Hak Cipta sebgai Objek jaminan 
Fidusia”18 hasil dari penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 
pengikatan Hak Cipta sebagai benda tak berwujud agar dapat dijadikan 
objek Jaminan Fidusia. Terkait tentang pengikatan Hak Cipta dalam objek 
Jaminan Fidusia yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, 
dikarenakan adanya hambatan mengenai konsep valuasi Hak Cipta sebgai 
jaminan fidusia dan juga belum adanya lembaga yang secara khusus. Selain 
itu belum terdapat petunjuk teknis dari Kementrian Dirjen KI Hukum dan 
Ham mengenai pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. 
Dalam hal ini penting nya pembaruan hokum khusus nya mengenai hak 
cipta sebgai objek jaminan fidusia perlu di atur kembali. 
2. Lutfi Ulinnuha Tesis tentang “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek 
Jaminan Fidusia”19 hasil dari Penelitian ini menjelaskan mengenai Hak 
Cipta sebagai objek jaminan fidusia telah sesuai dengan UndangUndang 
 
18Nur Amelia pertiwi, “Pengikatan Hak cipta sebgai objek jaminan fidusia”, Skripsi FH, 
Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018. hlm. 27.  
19Lutfi Ullinuha. “Penggunaan Hak cipta sebagai objek Jaminan fidusia’’. Jurnal of private 




Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana Hak Cipta dapat 
dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, Penentuan nilai ekonomi pada Hak 
Cipta dapat dihitung dengan beberapa model perhitungan benda yang 
sifatnya immateriil, Nilai ekonomi akan ditentukan oleh pengetahuan dan 
keyakinan pejabat penilai yang diberi tugas bank untuk menaksir atau 
menilai Hak Cipta.  
3. Ni made dwi marini, Tesis “Pengaturan pembebanan jaminan fidusia dalam 
bentuk hasil karya Hak Cipta pada beberapa Negara”,20 hasil dari penelitian 
ini membahas tentang pengaturan pembenan Hak cipta sebagai objek 
jaminan fidusia yang berdasarkan atas Undang-undang Nomer 28 tahun 
2014 tentang Hak cipta, adapun berkaitan dengan perbandingan nya, jika 
dibandingkan dengan Negara seperti singapura dan Malaysia, Indonesia 
dalam hal ini masih belumobisa mempraktekanyhak cipta sebagai objek 
jaminan fidusia karenaptidak adaxlembaga yang menetukan nilai Suatu 
hakocipta sebgai objek jaminan. 
        Terkait dengan persamaan judul penelitian diatas, penulis dalam 
melakukan penelitian0yang dibuat ini. sehingga penelitian ini berbeda dengan 
penelitian-penelitian terdahuluotersebut, Adapun yang menjadipperbedaan 
penulis atasopenelitian ini adalahpmengenai perbandinganppenerpan Hak cipta 
terkait dengan objek jaminan fidusia. penulis akan membahasptentang 
Bagaimana mekanismeopenerapan hak cipta terkait dengan Objek jaminan 
 
20Ni made Dwi marini, “Pengaturan pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk hasil Karya 




fidusia, kemudian penulis juga melakukan perbandingan antara Indonesia 
dengan Singapura. pada penerapan Hak cipta terkait dengan objek Jaminan 
fidusia. Dengan demikian penelitian ini tidak bermaksud untuk mengulang dari 
penelitian sebelumnya. 
6. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). 
Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian 
digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder yakni meliputi 
surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi 
yang dikeluarkan oleh pemerintah.21 Data tersebut antara lain adalah; 
Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-
undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Dan 
jugaosebagai perbandingan dengan sesuai tema ini yang mana penulis 
membandingkanodengan negara Singapura terkait dengan mekaknisme 
yang dilakukan oleh lembagapIPOs mengenai hak cipta terhadap 
objekojaminan fidusia antara Indonesia dan singapura. 
b. Pendekatan Penelitian  
Pendekatanuyang disgunakan pada penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan normatif.opendekatan normattif ialah Suatu 
pendekatan yang bertjuan untuk meninjau terhadap permasalahan 
 
21Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja 




hukum secaraonormatif (boleh atau tidak bolehnmenurut hukum yang 
berlaku).22 Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari 
kaidah atau normadhukum yang berlaku terhadap peraturan seperti 
Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-
undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan juga 
pengaturan mekanisme dari lembagapIntelecttualloPropertypOffice 
SingaporetIPOS yang mana sebagai perbandingan dalam mengenani 
hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penerapan pada hak cipta 
terkait objek jaminan fidusia di Indonesia dan singapura. 
c. Sumber Data 
Dataoyang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data 
penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 
langsung dengan berupa buku, arsip, atau catatan-catatan yang telah 
ada, baik yang dipublikasikan..maupun yang tidak dipublikasikan 
secara..umum.23 Data sekunderoini digunakan untuk mendukung jenis 
penelitian kepustakaan yang akan penulis lakukan. Adapun sumber data 
sekunder yang akan penulis gunakan yakni meliputi: Undang-undang 
Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, undang-undang Nomor 42 
tahun 1999 tentang fidusia dan juga di Singapura mengenai penerapan 
hak cipta terkait dengan objek jaminan fidusia, dikelola oleh lembaga  
 
22Amirudin dan Zainal Asyikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010, hlm.118. 




IPOS Intelectuall Properti Office Singapore. Di Singapura, diatur 
dengan berdasarkan lebih ditujukan untuk perusahaan, baik badan 
hukum maupunoperusahan perorangan. Kemudian terdapatopula IPVL 
Intelectual Property ValuepLab, yang merupakanpanak dari perusahan 
IPOS, lembaga ini yang nantinya akan mengelola suatu Hak cipta 
terkait objek jaminanodimana dikhususkan untuk penggunaan Hak 
kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia. Serta referensi dari 
jurnal, artikel dan lain-lain. penulis juga mencari sumberkbahan 
penelitian darilsitus internet mengenai perbandingan penerapan hak 
cipta terkait dengan objek jaminan fidusia di Indonesia dengan 
singapura. 
d. Metode Pengumpulan Data 
        Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini ialah 
dengan Studi kepustakaan merupakanoteknik pengumpulan data 
dengan melakukan tinjauan pustaka keperpustakaan berupapdokumen, 
buku-buku, jurnal, artikel, serta sumber dari internet. referensi yang 
relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.24 Studi kepustakaan 
juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat 
memberikan informasi yang berhubungan dengan pengaturan mengenai 
mekanisme dan penerapan Hak Cipta terkait dengan objek Jaminan 
Fidusia, tujuan dari data kepusatakaanpini berguna untuk mendapatkan 






perundang-undangan, pendapat;doktrin, dokumen, serta laporan dari 
hasilppenelitian sebelum nya terkait dengan penelitian ini. 
e. Metode Analisis Data 
      Metode analisis data ialah sebuah metode pengumpulan data-data 
yang mana dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data 
kualitatif dengan metode pemikiran deduktif, yakni menggunakan teori 
yang telah matang, dari abstrak ke fakta konkret. Deduktif digunakan 
sebagai kerangka yang memberi pembatasan kepada peneliti terhadap 
suatu fakta konkret. Analisa menggunakan cara berfikir deduktif ialah 
dengan menarik sebuah kesimpulan dari hal yang bersifat umum 
menjadi kasus yang bersifat khusus.25 kemudian Hasil dari analisis 
disajikan secaraodeskriptif, untuk disusunpsebagai 
Kesimpulan,..tujuanya..adalah..untuk..mengkaji..dan..membandingakn
mengenai mekanisme penerapan suatu Hak cipta terkait dengan objek 
jaminan fidusiaxantara Indonesia dengan Negara Singapura.  
7. Rencana Sistematika Penulisan 
           Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan 
di dalam penulisan yaitu; Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan 
Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan. Bab II pada bab ini 
akan menguraikan norma-norma, konsep dan teori hukum tentang Hak cipta, 
Jaminan fidusia, Pembebanan Bentuk dan Substansi Jaminan Fidusia di Indonesia 
 
25Jhonnya Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,  Malang: Banyumedia 




dan Singapura, Bab III pada bab ini akan menguraikan mengenai Hasil Penelitian 
dan Pembahasan, dan hasil rumusan masalah yaitu antara lain: tentang hak cipta 
sebagai jaminan fidusia, dan juga mengenai bagaiamana mekanisme penerapan hak 
cipta terkait objek jaminan fidusia. antara Indonesia dengan Negara singapura serta 
bagaimana Perbandingan penerapan antara kedua Negara tersebut terkait dengan 
hak cipta yang dijamnikan fidusia. Bab IV Penutup, pada bab ini menguraikan 





BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan umum tentang Perbandingan Hukum 
1. Istilah dan Pengertian perbandingan hukum 
Perlu diketahui bahwa Perbandingan hukum bukanlah hukum seperti 
hukum perdata, istilah perbandingan hukum berangkat dari tujuan untuk 
membandingkan mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan 
dengan memberi suatu penjelasan mengenai suatu penelitian dalam hal 
bagaimana fungsi dari penerapan hukum itu sendiri serta untuk mencari 
kesimpulan untuk pemecahan permasalahanoyuridisnya dalam penerpanya 
dan atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi diterapkanya hukum 
tersebut.26 Sebagai suatu sarana untuk menyimpulkan mengenai perbedaan-
xperbedaan dan persamaan-persamaanxdalam membandingkan hukum, 
Maka untuk memperbandingankan hukum memerlukan sejarah dari 
Penjelasan terkait dengan perbandingan hukumnya. 
Lahirnya suatu pandangan dari beberapa ahli mengenai Istilah 
perbandingan hukum ini, dilihat dari asal bahasanya dalam bahasa asing 
diterjemahkanbcomparativeulaw (bahasa inggris) RudlofuB,iSchlesinger 
berpendapat27ubahwa perbandingan hukum adalah sebuah metode 
 
26Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2001. hlm. 254 





penyelidikan yang berguna untuk memperolehopengetahuan yang lebih 





perangkatfperaturan dan asas-asasfhukum danfbukan suatufcabangfdalam 
ilmu hukum,fakanftetapi,flebihftepat nya ialah sebagai cara atau tehknik 
untuk mengahadapifunsurfdarifsuatufmasalah hukum.28 Berbeda dengan 
pendapat Winerton, menegaskan bahwa perbandingan hukum merupakan 
suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan 
tersebut menghasilkan dataxsistem hukum yang dibandingakan.29  
Randall dalam mengemukakan pendapatnya dengan mengganti istilah 
perbandinganxJurisprudensixmenjadixistilahxperbandinganxLegislasix(com
parative Legislation) mengenai hal tersebut ia menegaskan bahwa 
“Perbandinganxlegislasi pada sisi keaslian, terlihat suatu susunan yang 
dirancang dalam rangka untuk menekankan praktik sebagai perbedaan 
penting pada aspek akademis dari perbandingan penelitian hukum, dan 
menitikberatkan melampaui dua keistimewaan hasil yang dapat diperoleh 
dengan menggunakan metode perbandingan.xHasilopertama dalam hal ini 
yaitu koleksiodan distribusi mengenai informasi sebagai hukum luar negeri. 
Hasil kedua yaitu pemnfaatanxdari pengalaman yang diperoleh dalam sisten 
hukum lainnya untuk tujuanopenyusunan hukum”.30 
 Pengertian secaraxumumxmengenai Perbandinganphukum ialah suatu 
kegiatan penelitian untuk mempelajari sistem hukum di negara Indonesia dan 
negara lain. Dengan itu perbandingan hukum ini dapatxdiketahui bahwa di 
 
28 Ibid.hlm. 22 
29Ayu Trisna Wulandari, “Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra Peradilan 
Menurut KUHAP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana”,Skripsi 
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009, hlm. 23. 
30Sir Macdonnell, “The Study of Comparative Law”, J. Comp, Legal Vol. XII, 2nd Edition, 





samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya. Adanya kesamaan 
atau kemiripan hukum darixpelbagai bangsa yang senyata mempunyai asal-
usul yang sama, dixsamping adanya perbedaan. Memahami sistem hukum 
dari negara lain sangatlahxbermanfaat dalam menunjang pemahaman dan 
pengembangan hukumxnasional, selain itu dapatxmemperdalam pengertian 
tentang pranata masyarakatxdan kebudayaan sendiri serta membawa sikap 
kritis terhadap suatuxsystem Hukum itu sendiri.31 Dengan demikian yang 
diperbandingkan ialah hukum sebagaimana secara nyata berfungsi di dalam 
masyarakat di suatu tempat tertentu. Dengan ini perlu diteliti fungsi 
pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruhxfaktor-faktor 
asing. sehingga pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum 
yang hidup, yang nyata berlaku disebutx“functionalxapproach”,xsuatu 
pendekatanxhukum dengan memperhatikanxberlakunya hukumxsecara 
fungsional.32 
2. Sejarah perbandingan hukum 
a. Pada masa Platoxmelakukan kegiatan memperbandingkanxhukum. 
Dalam karyanya Politeia (Negara) Plato memperbandingkan beberapa 
bentuk Negara.  
b. Studi perbandinganxantara organisasi negara dari Inggris dengan 
Perancis dilakukan oleh Fortescuexpada tahun 1930. Montesquie 
dalamxL’esprit de lois 1748 memperbandingkaxoganisasi negara dari 
Inggris dan Perancis.  
 
31Ibid.hlm. 88 
32 BardaxNawawi A, Perbandingan Hukum Pidana, Semarang: Rajawali Pres,Edisi revisi, 





c. Theoprastos memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual 
beli di pelbagai Negara. Dalam Collatio (Mosaicarium et Romanium 
Legum Collatio),xsuatu karyaxyang penulisnya tidak dikenal, 
memperbandingkan antar undang-undangxMozes (Pelateuch) dengan 
ketentuan-ketentuan yang miripxdari hukum Romawi33 
Bisa dikatakan bahwa tindakan melihat hukum di masa lalu terbatas pada 
hukum publik. Korelasi common law di masa lalu jarang terjadi. Sebagai 
tahun lahirnya undang-undang tahun 1828 dirujuk di Jerman dengan 
penyebaran artikel Kritische Zeitschrift hide Rechtswissenschaft und 
Gesetzgebung des Auslandes. Sebagai pengenalan perbandingan hukum yang 
sama pada tahun 1869, dengan alasan bahwa sekitar saat itu di Prancis analisis 
undang-undang Societe the legislation Compare yang didirikan, sementara, 
di Inggris Sir Henry Summer Maine disebut sebagai pendidik utama dalam 
"tercatat" dan "undang-undang relatif" di Universitas Oxford. Patut diingat 
bahwa pada tahun itu juga, buku harian Reveu de droit internationalet de droit 
look at didistribusikan di Belgia. Pengenalan kodifikasi mendorong 
pengenalan legisme. Sekitar saat itu hukum diuraikan dalam arti sebenarnya, 
jadi tidak ada celah untuk memikirkan pedoman untuk menangani masalah 
hukum dengan negara-negara yang jauh. 
Pada permulaan abad ke 19 itu jurnal danparticle yang tersebar pada 
umumnya memusatkan perhatiannyaxkepada perundang-undangan luar 
negeri dan bukan kepada titik pemecahan masalah hukumnya, sehingga hanya 
 
33PanxMohamadxFaiz, “Sifatxdasar dan pengertian mengenai Perbandingan Hukum”, 






merupakan perbandingan perundang-undangan dan bukan sebagai 
perbandinganxhukum atau peradilan. Menyadari akan suatuxundang-undang 
itu tidak berdirixsendiri lepas dari undang-undang lainnya. Suatu undang-
undang harus dilihat dalam perspektifxsistem hukum yang berlaku di negara 
yang bersangkutan. makna pentingnya yakni undang-undang atau peraturan 
perundang-undanganxjustru terletak dalam sistem hukum itu. Undang-
undang memang merupakanxsalah satu (bukanxsatuxsatunya) perwujudan 
hukum dan pelaksanaan undang-undang melalui peradilan itupun adalah 
hukum.34 
Perbandingan hukum di NegaraxSingapura sendiri dapat dimaksudkan 
untuk mempelajari persamaan dan perbedaan yang kemudian sebagai 
komparatif hukum di berbagaixNegara.35 Pada saat-saat ini, Peran pentingnya 
hukum perbandingan semakin diminati dibanyak kalangan akademisi, 
terutama dalam bidang globalisasi ekonomi dan demokratisasi. Perbandingan 
dengan Negara lain meruapakan salah satu bentuk regulasi dan 
menempatkanxkekosongan hukum yang ada serta mendorong unifikasi.36 
Dalam perbandingan hukum dapat memberikan wawasan tentang masalah 
transplantasi hukum, yaitu konversi hukum dan sistem hukum dari satu sistem 
ke sistem lainnya. Hukum komparatif adalah disiplin ilmu yang berusaha 
 
34 Soekanto, Op.cit hlm. 75. 
35Definitions,xhttps://www.definitions.net/definition/Comparative%20law,xdiaksesxpadaxt
an--ggal 4 Oktober  2020, pukul 13:46 WIB. 
36Tifanny Vika N, “Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di 






memahami integritas berbagai sistem hukum dan hubungannya tanpa harus 
berusaha menghindari atau mengurangi perbedaan di antara keduanya.37 
  Hukum perbandinganxmemberikan berbagai tujuan, antara lain yakni 
sebagai menginformasikanxpembuatan undang-undang nasional, membantu 
hakim dalam menyelesailanxsuatu perkara yang sulit, sehingga dapat 
dijadikan dasar dalam memberikan pernyataan atau harmonisasi hukum, 
dan/atau sekadar menambahxpengetahuan dan mempeluas kesadaran, 
terutama dalam pendidikan hukum.38 Tujuanxperbandingan hukum ini 
sendiri melihat sistem hukum asing untuk menambah wawasan dengan 
harapan mendapatkan kebijaksanaan danxpemahaman dari sistem hukum 
asing untuk beroperasi sebagai ilmu hukum, sehingga komparatif hukum 
dapatxmemenuhixmisinyaxsebagai ilmuxhukumxkritis.39 
Dibandingkan dengan Indonesia, pembahasan tentang perbandingan 
hukumxsangatlah berbeda.xIndonesia mengambilxpengertian-pengertian 
perbandingan hukum menurut para ahli karena pada dasarnya sistem 
pemerintahan di Indonesia sangat berbeda, dimana Indonesia menganut 
systemxhukumxcivil law. NegaraxSingapura masih mempertahankan tradisi 
hukum umumxInggris (CommonxLawxSistem).40  
 
37RalfxChristianxMichaels, “Comparative Law”, Inggris: OxfordxUniversity, Januari, 2001, 
hlm. 3. 
38Syafrudinxsyam, “Perbandingan hukum: kajian politik hukum dalam Pluralisme hukum 
(Pengertian, Pendekatan, Signifikan dan Prospeknya)”. Jurnal As’Sais, Vol III. No. 3 Januari-
Desember 2015. hlm. 65. 
39Fendy, “Perlindungan HukumxHak Pekerja Harian Lepasx(Studi Perbandingan Hukum 
Indonesia Dan Hukum Singapura)”, Universitas Internasional Batam , 2017. hlm. 15.  






“Beingxa formerxBritishxcolony,xthe legalxsystem inxSingapore is 
based on the Englishxcommonxlaw"  
Tujuan darixperbandingan hukum adalah untuk menimba ilmu dan 
memahamixsistem hukumxyang ada untuk meregulasixsistem hukum yang 
ada saat ini dan berkontribusi padaxkonversi sistem hukum dari skala kecil 
menjadixskala besar.41 
B. Tinjauan umum tentang Hak Cipta 
1. Istilah dan Pengertian Hak Cipta 
Perkembanganxkeadaan zaman telah memperngaruhi suatuxrealita sosial 
yang mana dalam implementasi hukumnya pun jugaxberkembang 
mengikuti..perkembanganxzaman. Perkembangan hukum ini dilihat dari segi 
usahanya adalah untuk dapat memperoleh budaya dan sikap sehingga dapat 
menghargai atauxmenghormati jerihxpayah dari hasil usaha atasxkarya 
ciptaan orang lain.42 Istilah yang berhubunganxdengan hak cipta terdapat 
suatu pengertian dan pendangan yang berbeda antara para ahli satu dengan 
yang lainya, Hak ciptaxmerupakan hak khusus bagi pencipta maupun 
penerima hak yang bertujuan mempublikasikan atau memperbanyak hasil 
ciptaanya ataupun memberi izin selama tidak mengurangixpembatasan-
pembatsan sesuai pada ketentuan peraturan perundangxundangan yang 
berlaku.  
 
41W.E. Butler and Michael Palmer, “The-Journal of Comparative Law”, Publishing, 2019., 
diakses pada tanggal 07 Maret 2021, pukul 01:44 WIB. https://www.wildy.com/isbn/1477-
0814/journal-of-comparative-law-annualsubscription 
42SuyudxMargono, Hukum Cipta Indonesia Teori dan AnalisisxHarmonisasi Ketentuan 





Hakxciptaxmerupakan_suatu hakxapabila memenuhi unsur;43 Adanya 
hak yang dapat dipindahkan atau dialihkanxkepada pihak lain; Hak cipta 
yangxtermasuk juga dalam kekayaanxintelektual ini dikenal sebagaixhak 
kebendaan yang mana dapat memeberikan penguasaan langsung atas suatu 
benda untuk dipertahankanxkepada siapapun, dan hak kebendaan tersebut 
merupakanxhak mutlak atauxabsolutexsehingga menjadi hakxrelatif yang 
hanya dapat dipertahankan kepada orang terntentu kepada orang tertentu 
saja.44 Hak cipta disampingxsebagai kategorixkebendaan juga memiliki sifat 
droitdxdesuitxyangxmelekatxdan tidak akan pernah hilang.45 
Istilah hakxcipta di Indonesiaxpertama kalixdikemukakan pada saat 
kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 oleh Prof. Mr. Soetan dan Moh. 
Syah yang kemudian disepakati sebagai pengganti istilah hak mengarang 
yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.46 Istilah hak 
mengarangxialah terjemahan dari dari AuteursxRechts, dalam hal ini telah 
memberi kesanxbahwa adaxpenyempitanxarti yang seakan mencakupxhak 
pengarang hanyalahxhak pengarang saja atauxdikaitkan denganxkarang-
mengarang,xsehinggaxistilahxinixdixgunakanxdalamxundang-undangxhak 
cipta di Indonesia. 
 Esensi pada hukumxmemiliki fungsixuntuk melindungi setiap hak 
warga Negara, Adapun dalam penerapannya asas dalamxhukum juga 
 
43Ferry gunawan, hlm. 123. 
44Trisadini Usanti Prasastinah, “Lahirnya Hak Kebendaan”, fh, UniversitasxAirlangga 
Surabaya: jurnal Perspektif Vol. XVII. No. 1. Tahun 2012 edisi januari hlm  45.  
45FerryxGunawan, Op.cit. hlm. 124. 
46DharmawanxNixketut supasti, et.al., Buku ajar Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: 





bertujuanxsebagai saranaxpembangunan. DixEropa, sepertixdixNegara 
Perancis yang merupakan negara yang menganut konsepxcommonxlaw istilah 
HakxCipta, atauxCopyright.xdikenal dengan droitxd’aueeteur dalam konsep 
ini lebihxmendasar pada suatuxkaryaxcipta sebgaixperwujuduan tertinggi 
(Alterxego) pencipta,xyang mana pencipta dapatimemanfaatkan suatu hasil 
karyaxciptaanznya.47 Adapun di Inggris Hak cipta digunakan untuk 
mengamankan distributor, tidak digunakan untuk menjamin pembuat atau 
pemegang hak cipta. Mengikuti perkembangan zaman, menciptakan inovasi 
dan menciptakan hukum, istilah hak cipta diberikan tidak hanya kepada 
distributor, tetapi jaminan juga diberikan kepada pembuatnya. Luas Hak 
Cipta juga semakin diperluas, yang dulunya hanya di bidang buku, namun 
diperluas di berbagai bidang, seperti pertunjukan khusus, musik, karya 
fotografi, dan lain-lain. 
2. Pengertian Hak cipta  
  Hak Cipta atauxCopyright dalamxTRIPs Agreement diatur pada Section 
1 Copyright and Related Rights mulai dari Article 9 sampai dengan Article 
14. Dalam Article 9 TRIPs Agreement diatur bahwa perlindungan Copyright 
atau Hak Cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota mematuhi 
Berne Convention.xKarya-karya intelektual manusia yang mendapat 
perlindungan Hak Cipta adalah karyaodalam bidang ilmu pengetahuan, 
senixdan sastra48. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindunganzhukum 
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apabila telahxdiwujudkanzsebagai ciptaan yang berwujud atau 
berupazekspresi (expressionzwork) yang sudah dapat dilihat, dibaca, 
didengarkan, dan sebagainya.49 Hukumzhak cipta tidakxmelindungi ciptaan 
yang masihzberupa idez(idea) semata.  
“Copyrightxprotects thezexpressionzof ideas,znot ideas themselves. 
TRIPs provides that copyrights protectionzshall extend to 
expressions and not to ideas, procedures, methodsxof operation or 
mathematicaloconceptszas such.50 
Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor.o19 Tahunx2002 
tentang Hak yang dirubah Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak 
Cipta menjelaskanxbahwa Pengertianztentang hak ciptazialah hak eksklusif 
bagi pencipta atauxpenerima hak ciptaxuntukxmengumumkanxatau 
memperbanyakxciptaannya atau memberikan izin dengan tanpa mengurangi 
ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku. yang juga menjelaskan 
bahwa Hak Ciptaxadalah hakxeksklusif pencipta yang timbulxsecara 
otomatisxberdasarkan prinsipxdeklaratif setelahxsuatu ciptaanxdiwujudkan 
dalam bentukxyang nyata dengan tanpaxmengurangixpembatasan sesuai 
denganxketentuan peraturanxPerundang-Undangan.51 
Jika dapat didefinisikan secara umum, Hak cipta adalah suatu Hakxuntuk 
Memonopolivdan memperbanyakiatau mengumumkan ciptaan yang dimiliki 
olehipenciptaxatau pemegangociptaan lainnya yang dalamiimplementasinya 
tetap memperhatikankterhadap suatu ketentuanvperundang undangan yang 
 
49Ibid.hlm. 36 
50CatherinexHawkins, “CopyrightxLaw,bCoursezMaterial”, Sydney, Universitas Of Sidney, 
2000. Kaitkan dengan TRIPs Article 9 (2). 





berlaku.52 Adapun dalam Tujuan ekslusifbMonopolizyang diberikan, supaya 
dapat dikembangkan dan di stimulir atas karya-karyazpenciptaoterhadap 
kepentinganaumum. 
3. Hak moral dan hak ekonomi 
Terkait dengan pengertian diatas yang mana telah menyebutkan 
mengenai HakoEkslusif, maksud dari Hakoekslusif ialahoHak yang semata-
matabdiperuntukan bagixpemegangociptaan sehingga tidak ada pihakolain 
yang dapat memanfaatkan hak tersebutgtanpaiizinjpemegangjhak tersebut.53 
Adapun terkaitldengan hakleksklusiflmengandunldualunsurlhak, terdirildari 
hakjmoral (moralvrights) dan hakjekonomij(economicjrights). Hak moral 
adalah hakjyang melakat dalamjpribadilpencipta.54  
Lahirnya hak moral sebagai tujuan melindungi segala kepentingan 
pribadi pencipta terkait nama yang terkait dengan suatu hasil karyanya. 
hukum memberikan hak moral kepada pencipta yang tepat untuk dapat untuk 
memodifikasi judul karyanya dan sub-judul maka itulah prinsip hak moral. 
hak moral ini diatur dalam Pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 7 (tujuh) UU 
Hak cipta. Selanjutnya Pasal 5 (lima) ayat (1) menyatakan bahwa: hak moral 
adalah hak yang melekat pada pencipta untuk selama-lamanya: 
a. dicantumkan atau tidaknya namanya pada rangkap yang berkaitan dengan 
penggunaan akhir kreasi karyanya; 
 
52BudikAgusgRiswandi, et.al., HaklKekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, t.t, hlm. 3. 
53Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi danlHak MoralkPencipta Menurut Sistem 
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b. menggunakan alias atau nama samaran aslinya; 
c. modifikasi dari judul dan sub judul penciptaan; dan 
d. menyimpan hak cipta, mutasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal lain 
yang merusak kehormatan atau reputasinya. 
Fungsi hak moral padakhak ciptalialah sebagailpencantumanlnamaldari 
penciptalatas suatuKciptaan (rightpofppaternity)ldanLhakLyangLdimiliki 
pencipta agar pihak lain tidak dapatlmerubah dan memutilasi ciptaanya (right 
of integrity).55 Hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta dicirikan 
sebagai hak yang diklaim oleh pembuat atau pemegang hak cipta untuk 
memperoleh keuntungan moneter dari ciptaan. Hak finansial terdiri dari opsi 
untuk mendistribusikan (hak untuk mendistribusikan atau hak untuk 
menggandakan atau hak mekanis). Mengingat Pasal 7 ayat (2) UU Kekayaan 
Intelektual, bahwa pembuat atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi 
untuk: 
a. Mendistribusikan Ciptaan; 
b. Akuisisi ciptaan dalam keseluruhan strukturnya; 
d. interpretasi penciptaan; 
e. Variasi, rencana permainan, atau perubahan Ciptaan 
f. Penyebaran manifestasi atau pembeliannya; 
g. Pedoman Penciptaan; 
h. Deklarasi Karya 
 
55Nico Sunarko P, “Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Ditinjau dari Right OF Integrity 
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i. Pertukaran Imajinatif; dan 
j. Sewa Penciptaan. 
Pencipta pada umumnya memiliki hak, khususnya hak finansial dan hak 
baik, sedangkan pemegang Hak Cipta yang bukan pembuat hanya memiliki 
hak yang tidak lengkap, khususnya hak moneter. Seharusnya bersifat unik 
karena hak cipta hanya diberikan kepada pemilik atau pemilik hak, dalam 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang. 
4. Subyek dan Objek Hak cipta 
Perkembangan konsepsilkekayaan ataslkarya-karyalintelektual manusia 
termasuk padalHak cipta berdampaklpada kebutuhanluntuk melindungilatau 
mempertahankanjkekayaan tersebut. Sehingga padajakhirnyalmemunculkan 
konsepsi perlindunganjhukum atas kekayaanlintelektual (Intellectual 
property) tersebut, termasukgpada pengakuanlatas haklterhadapanya.56 
Kemudian sesuaildengan hakikatnya, Kekayaan Intekektualkdi kategorikan 
sebagai haklmilik perseoranganlyang sifat nyaltidak berwujudl(intangible). 
Keterkaitan aspeklproteksi Hak cipta terhadap komersialisasi merupakan inti 
dari perslisensian (licensing)kdan transfer ofpright dari asset Kekayaan 
Intelektual terhadap suatu karya yangltelah diwujudkan dalam suatu produk 
secaraorii.57 
a. Subyek Hak Cipta 
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Subyek pada hak cipta adalah Pencipta dan pemegang kepemilikan 
hak cipta, yangmenjadi  pokok utama dalam hak cipta, ialah dengan 
adanya pengkualifikasi tertentu sehingga dapat  melindungilhasil karya 
dari pencipta, padaodasarnya seseorang yang melahirkan sebuah karya 
adalah seorang pemiliki hak cipta. Hak ciptaodiberikan kepadaopencipta 
atas karyalciptanya, orang/lkelompok/lbadanhukum yanglmenerima hak 
tersebut darilpemegangnya, dan/atau orangkkelompok/lbadan hukum 
yangomenerimaohak cipta dari orang/okelompok/jbadan hukum yang 
diberiksn hak ciptapoleh pemegangnya,58 
Pengertian pemegang hak cipta dalam pasal ayat 4 UUHC, Adalah 
pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang 
menerima hak tersebut secaraosah dari pencipta sebagai pemilik hak 
ciptaptersebut, atau pihak terkait yang menerima lebih lanjut dari pihak 
tersebut. Subjekjyang dianggap sebagai pencipta dapat dilihat dalam Pasal 
31 UUHC yang menyatakan bahwa yang menjadi pencipta yaitu orang 
yang namanya; 
a) Disebut dalam Ciptaan; 
b) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan; 
c) Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau  
d) Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta. 
 
58Eddhie Praptono, “Aspek yuridis kedudukan hukum ahli waris dalam pewarisan Hak cipta”, 





Menurut ElytaoRasoGinting pemegang Hak Cipta terbagi menjadi 
dua, yaitu:59 “Pemegang Hak Cipta BerdasarkanoPeristiwa Hukum 
Undang-Undang Hak Cipta mengenai konsep terjadinyappemilikan Hak 
Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum”, peristiwa kepemilikan Hak 
Cipta berdasarkan suatuoperistiwa hukum diatur dalam pasal 16 ayat (2) 
UUHC yang berbunyi: Hak Cipta dapat beralih dan duialihkan, baik 
seluruh maupun sebagian yang disebabkan: 
a) Pewarisan  
b) Hibah  
c) Wakaf  
d) Wasiat  
e) Perjanjian tertulis; atau 
f) Sebab lain yang dibenarkan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Menurut uraian tersebut, pemilik hak cipta adalah pemilik hak cipta 
yang telah memperoleh hak secara sah karena peristiwa hukum atau sesuai 
dengan undang-undang. Pemegang hak cipta digolongkan sebagai 
pemegang hak cipta karena suatu peristiwa hukum, yaitu lahirnya 
perjanjian lisensi, dan pihak yang memberi kuasa menjadi pemegang hak 
cipta karena beralihnya Hak Cipta. Pemilik hak cipta adalah pihak yang 
mendapatkan hak dari pemilik hak cipta karena karya tersebut merupakan 
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perwujudan budaya tradisional atau penciptanya tidak diketahui. Pemilik 
hak cipta dalam hal ini adalah negara atau badan hukum sesuai dengan 
undang-undang. 
b. Objek Hak cipta 
Paham mengenai hak milik di Indonesia yang diketahui dalam 
hukum perdata yang berlaku sampai sekarang ini pada dasarnya 
bergantung pada konsep kebendaan. Lebih dari itu, konsep itu juga 
nyatanya sangat bergantung pada penafsiran wujud kebendaan, yang 
antara lainya ialah tanah/alam serta ataupun barang lain yang dikandung 
ataupun berkembang di atasnya, kalaupun setelah itu berkembang pada 
asusmsi non-fisik ataupun tidak berwujud, sehingga hak- hak semacam itu 
masih bersifat Derivatife dari hak- hak yang berpangkal dari konsep 
kebendaan.60 Adapun jika Dilihat dari KUHPerdata( Burgelijk wetboek, 
BW) dari buku kedua tentang Kebendaan yangsalah satunya ialah berupa 
syarat universal yang diberlakukan.  
Selain itu isi penjelasan dalam uraian buku kedua KUHperdata 
tersebut tidak terdapat adanya sesuatu hak-hak kekayaan intelektual.61 
dalam kekayaan intelektual dalam perspektif hukumnya obyek hak cipta 
yakni bersifat immateriil maksudnya ialah objek hukum yang bukan 
berbentuk barang ataupun benda namun berupa sesuatu kepentingan yang 
membentuk ikatan yang secara khusus antara subyek hukum yang jadi 
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pemegangnya serta objek hukum yang bersangkutan. Contoh objek hukum 
imateriilomisalnya merupakan objek hukum hak cipta sesuatu pihak 
ataupun seorangodengan hasil karya ciptanya, sehingga dapat dicermati 
selakuohak cipta itu yakni selaku objek hukum yang bersifaat imateriil 
yang melindungi ikatan kepentingan antara sang pencipta dengan 
keorisinialpciptaanya. Berikut adalah skema objek hukum Hak cipta 
sebagai objek hukum imateriil:62  
 
Gambar bagan 2.1 
 
Objek Hak Cipta yang termuat pada Undang-Undang Hak Cipta 
merupakan suatu ciptaan. Di dalam Pasal 1 angka 3kUUHC, ciptaan ialah 
tiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra yang 
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diekspresikan dalam wujudoyang nyata. Bersumber padapdefinisi tersebut 
hingga sesuatu ciptaan buat memperoleh Hak Cipta wajib berupa nyata 
ataupun bisa dilihat, didengarkanataupun dibaca.63 Hak Cipta tidak 
diberikan buat ciptaan yang masih berbentuk ide. Tidak hanya wajib 
berupa nyata ketentuan yang lain supaya sesuatu ciptaan memperoleh Hak 
Cipta merupakan wajib menampilkan keaslian ataupun otentik. Ciptaan 
yang dilindungi oleh Hak Cipta bersumber pada Pasal 40 ayat (1) UUHC, 
Ini terdiri dari yang berikut dan berkaitan dengan kreasi di bidang sains, 
seni, dan sastra. 
5. Proses pencatatan pendaftaran Hak cipta 
 Untukomemperoleh pencatatan ciptaan di Badan Hukum Direktorat 
Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia (YangpselanjutnyaodisingkatodenganoDiJendpHaKi), pemohon 
dapat melakukanopengajuanopermohonan melalui tigapalternatif, yaitu :64 
a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). 
b. Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
RepublikpIndonesia. 
c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar. 
Adapun tahapan-tahapan dalam mendaftarkanohak cipta sebagai berikut: 
1) Skemaxpencatatan pendaftaran hak cipta 
 
63 Suyud margono, Op.ci,. hlm, 53. 
64Yustisia, Tim Visi, “Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga 





Pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan 
yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda 
buktilmengajukanlpermohonanlpencatatanlciptaan.lAlurlpermohon
an pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
gambar bagan 2.2 
      Jika telah melaui tahapan ini. Maka, proses lebih lanjut yaitu 
diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai pencatatanlciptaan dan produk hak terkait, hingga dengan 
dikeluarkannya keputusan akhir,65 
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➢ Verificator memeriksa kelengkapan 
permohonan 
➢ Verificator memberi perintah bayar 
➢ Pemohon/Kuasa mengisi formulir  







➢ Pemohon melakukan 
pembayaran  
➢ Bank memberikan bukti 
pembayaran. 
➢ Menyerahkan formulir dengan 
lengkap  












2) Pendaftaran karya berdasarkan UU Hak Cipta; 
  Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 
M/01HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan 
Instruksi Dirjen Kekayaan Intelektual Tahun 2004 No. 
H01/PR/07/06 tentang Penerimaan permohonan Keputusan tersebut 
menyetujui hak kekayaan intelektual Kementerian Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 
Oleh karena itu, pencatatan atau pendaftaran hak cipta juga 
wajib bagi pencipta untuk didaftarkan, tetapi ketika pencipta 
mendaftarkan karyanya, itu lebih kuat sebagai bukti bahwa karyanya 
telah dimulai. Tujuannya untuk mengamankan bukti hukum.66 
Namun, jika suatu karya tidak memenuhi persyaratan ini, dalam hak 
ini, tidak akan berhak atas perlindungan hak cipta atas Ciptaan 
karena tidak memuat standar untuk pencipta.67 Pasal 64 Undang-
Undang Hak Cipta menyatakan bahwa ada suatu rekaman ciptaan, 
tetapi tidak wajib bagi penciptanya. Menurut pasal tersebut, 
penggunaan rekaman tidak wajib, karena hak secara inheren 
dilindungi dan diberikan tanpa rekaman. Fungsi pendaftaran atau 
perekaman dimaksudkan sebagai sarana pembuktian bahwa pencipta 
memiliki hak cipta. Pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta 
sampai ada pihak lain yang dapat dibuktikan berbeda di pengadilan. 
 
66Rahmi, janed, Hukum hak cipta (Copyright Law), bandung: Cipta aditya bakti, 2014. hlm. 
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C. Tinjauan umum tentang Jaminan fidusia 
1. Istilah dan pengertian Jaminan fidusia 
 Sebelum adanya nya istilah jaminan fidusia, perlu diketahui dulu istilah 
Jaminan istilah kata jaminan berangkat dari kata “jamin” yang berarti 
tanggung, jika diartikan jaminan ialah sebagai tanggungan.68 Makna dari 
tanggungan meupakanosegala bentukoperikatan dari seseorang, yang termuat 
dalam penjelasanppada pasal 1131 KUHPer, jaminan adalah suatu 
tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur 
untuk menjaminokewajibannya dalam suatu perikatan, Selanjutnya mengenai 
istilah fidusia yang telah lamaodikenal dengan FEO, atua (Fiduciare 
egindomsoverdrecht) yaitu suatu penyerahan Hak milik dengan dasar 
Kepercayaan.69 
 Indonesia sejak tahun 1931 mengakui adanya yurisprudensi (arrest 
HGHodalamoperkaraoBPM-Cligent) saat memperjuangkan kedudukan suatu 
hak kebendaan, yakni suatu hak yang pada penguasaan benda nya berlaku 
terhadap setiap orang, terutama pada hak preferennya kepada seorang 
kreditur-kreditur lainnya, sebab dianutnya system hukum perdata, 
sebagimana bahwa hak kebendaan itu terbatas jumlahnya dan hanya dapat 
diciptakan oleh undang-undang sehingga berlainan dengan suatu hak 
perikatan atau terhadap pihak-tertentu saja, adapun tujuan dari 
diundangkanya Undang-undang Jaminan fidusia ini ialah untuk menampung 
 
68Oey hoey tiong, Fidusia sebagai jaminan; Unsur perikatan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 
1984, hlm. 14. 
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kebutuhan masyarakat sebagai suatu sarana kegiatan usaha dan atau 
memberikan Kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. 
Kuhususnya pihak yang memberi fidusia.70 
Istilah jaminan adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid 
atau cautie. Hal ini umumnya merupakan cara bagi kreditur untuk 
memastikan kinerja tagihan mereka, di samping kewajiban umum debitur atas 
barang-barang.71 Definisi penjaminan menurut Mariam Darus Badrulzaman 
adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada 
kreditur untuk menjamin kewajibannya dari perikatan.72 Menurut A. Hamzah 
dan Senjun Manulang, pengertian amanat adalah pemindahan hak milik dari 
pemilik (debitur) berdasarkan kesepakatan besar bagi kreditur, tetapi hanya 
hak yang diserahkan secara sah dan kreditur hanya dimiliki oleh orangnya. 
Sedangkan barang diserahkan kepada kreditur. Masih dikuasai oleh debitur, 
tetapi tidak lagi unik atau vegeta, sebagai tahanan atau pemilik, dan atas nama 
kreditur yang unik. Unsur-unsur yang dijelaskan dalam definisi A Hamzah 
dan Senjun Manulang adalah:73 
a. Adanya pengalihan hak;  
b. Dari pemiliknya kepada kreditur;  
c. perjanjian pokok;  
 
70 Sanusi, et.al., Perlindungan hukum dalam perjanjian fidusia, Brebes, Diya Media group. 
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d. Penyerahan dengan kepercayaan;  
2. Pengertian Jaminan fidusia 
 Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa 
Indonesia.dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia pun menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, 
istilah “Fidusia” sudah..merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita.74 
Akan tetapi, biasanya untuk Fidusia ini dalam bahasa Indonesia mempunyai 
makna yang disebut juga dengan istilah..“penyerahan hak milik secara 
kepercayaan”.75 Di Belandanya sering dikenal dengan istilah lengkapnya 
yaitu fiduciare eigendom overdracht, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya 
secara konvensional dan umum sering disebut dengan fiduciary transfer..of 
ownership. Namun demikian, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita 
dapat menemukan pengungkapan Jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah 
antara lain:76 
a. Zakerheids-eigendom (hak milik sebagai jaminan )  
b. Bezitloos zkerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai)  
c. Verruimd..pand begrip (gadai yang diperluas)  
d. Eigendomsoverdracht..tot zekerheid (penyerahan hak milik secara jaminan 
) 
e. Bezitloos pand (gadai berselubung)  
f. Een..verkapt pand recht (gadai berselubung) 
 
74 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung, Citra Aditya Bakti,2000, hlm. 3. 
75Soesi Idayanti, et.al,. “Perlindungan hukum debitur terhadap akta Jaminan fidusia yang 
cacat hukum”, jurnal Ilmu Hukum Diktum, Vol, 7. No. 2. November 2019. hlm, 102. 





g. Uitbaouw dari..pand (gadai yang diperluas) 
Jaminan fidusia pada prinsipnya ialah suatu jaminan utang yang bersifat 
kebendaan baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada, yang pada 
patokanya memberikan barang bergerak sebagai suatu jaminannya,77 akan 
tetapi, bisa juga diperluas mengenai barang-barang tidak bergerak dengan 
memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang 
tersebut kepada debitur dengan melalui pengalihan hak milik atas benda objek 
jaminan tersebut kepada kreditur kemudian pihak kreditur menyerahkan 
kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya 
secara kepercayaan(fiduciary) 
Sehubungannya dengan hal tersebut, jika utang yang dijamin dengan 
jaminan fidusia sudah dibayar dengan lunas sesuai dengan apa yang 
diperjanjikanya, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan 
kembali oleh kreditur kepada debitur. Namun sebaliknya, apabila utang tidak 
terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga 
penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai 
perjanjian, sedangkan masih ada kelebihanya wajib dikembalikan kepada 
debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia 
ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban 
membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.78 
3. Objek dan subyek jaminan fidusia 
 
77 Munir.fuady, Jaminan fidusia Op.cit, hlm. 101 





a. Objek Jaminan fidusia 
Sebelumnya, pokok dari jaminan fidusia adalah barang bergerak, 
termasuk persediaan, barang dan perlengkapan, piutang, peralatan, mesin, 
dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya UU No. 42 tahun 
1999, yang menjadi Subyek jaminan fidusia adalah pemeberi dan 
penerima fidusia. Jaminan dengan barang tidak bergerak dan tidak 
berwujud, yang di sebutkan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa “hanya 
barang bergerak yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia, 
kabalikanya barang tidak bergerak tidak bisa dijaminkan fidusia”.79 
Ketentuan ini termuat dalam pasal 9, 10, dan 20 UU, No. 42 tahun 1999, 
hal-hal yang menjadi objek jaminan fidusia meliputi:80 
a. Barang-barang yang dapat dimiliki dan dialihkan secara sah; 
b. benda berwujud; 
c. Objek berwujud termasuk piutang; 
d. Benda bergerak; 
e. Real estat yang tidak dapat dikaitkan dengan hipotek atau hipotek; 
f. Objek pada satu  kesatuan benda; 
g. Obyek Mengacu pada bangunan-bangunan yang tidak dapat dihalangi 
korelasi dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam undang-
undang tentang rumah susun; 
 
79Fatma paparrang, “Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia”, 
Jurnal Lppm bidang EkososBudKum, Vol. 1 No. 2, Tahun 2014. hlm. 66 





Uraian tentang pokok penjaminan yang dititipkan dalam surat 
jaminan yang dititipkan harus sesuai dengan identitas pokok dan uraian 
sertifikat hak milik. Subyek inventaris yang sering berubah harus 
ditunjukkan dengan jelas. Dan harus menjelaskan kualitas jenis objek. 
b. Subjek Jaminan Fidusia 
Subjek jaminan fidusia ialah para pihak-pihak yang terlibat dalam 
pembuatan perjanjian atau akta jaminan fidusia,..yaitu pemberi fidusia dan 
penerima fidusia.81 Pemberi fidusia..adalah orang..perorangan atau 
korporasi..pemilik benda yang menjadi..objek jarninan fidusia. Pemberi 
fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan..debitur..Korporasi 
merupakan badan usaha..yang berbadan.hukum atau bukan..badan usaha 
yang berbadan.hukum.82 Guna merelisasikan bahwa benda yang menjadi 
objek jaminan fidusia milik sah dari pemberi fidusia, maka harus melihat 
bukti-bukti..kepemilikan benda-benda..jaminan tersebut.83 Sedangkan 
penerima fidusia ialah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang 
mempunyai piutang yang pembayarannya dijaminkan dengan jaminan 
fidusia.  
Korporasi disini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang 
memiliki usaha dibidang pinjam meminjam uang seperti perbankan. Jadi, 
penerima fidusia adalah kreditur, baik sebagai bank ataupun pemberi 
 
81Baidowi Ahmad, “Upaya Hukum Penarikan Paksa objek jaminan fidusia”, Skripsi, 
Universitas Muhammadyah Surabaya, 2019, hlm. 20 http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/. 
82 Ibid. hlm. 19 
83J. Satrio, , Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, Citra Aditya 





kredit atau orang perorangan atau..korporasi atau badan hukum yang 
memberi..pinjaman. Penerima fidusia..memiliki kewenangan untuk 
mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari..nilai objek fidusia 
dengan cara menjual.sendiri oleh kreditur atau melalui pelelangan umum. 
1) Kewajiban penerima fidusia antara lain: 
a) Melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor 
pendaftaran fidusia  
b) Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atau benda 
fidusia secara pinjam pakai  
c) Menyerahkan kelebihannya kepada pemberi fidusia  
d) Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada 
pemberi fidusia, jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur.84 
2) Berikut ini hak dan kewajiban pemberi fidusia:85 
Hak pemberi fidusia:  
a) Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda 
persediaan 
b) Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia  
c) Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika telah 
melunasi utangnya. 
Kewajiban pemberi fidusia:  
a) Merawat atau menjaga benda fidusia supaya tidak turun nilainya  
b) Melaporkan kondisi benda fidusia kepada penerima fidusia  
c) Melunasi hutangnya.  
Hak penerima fidusia:  
a) Mengawasi dan mengontrol benda fidusia  
b) Menjual benda fidusia jika debitur cidera janji  
c) Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia  
 
84 Munir Fuady, Op.Cit, hlm.57-58 





d) Mengalihkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat 
pemilik fidusia. 
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia 
Tujuan pencatatan fidusia ialah untuk melahirkan jaminan fidusaia bagi 
penerima fidusia wajib mndaftaran fidusia, hal ini tidak lain adalah untuk 
memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai objek yang telah 
dibebani jaminan fidusia dan mengutamakan hak yang didahulukan terhadap 
kreditor guna memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia 
terbuka untuk umum.86 Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia 
diatur dalam  
Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang 
menyatakan bahwa : 
a. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.  
b. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada 
di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. 
Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan 
Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal 
penerimaan permohonan pendaftaran.. Saat hari itu juga, kantor pendaftaran 
fidusia mengeluarkan dan atau memberikan sertifikat jaminan fidusia kepada 
pemohon atau penerima fidusia, di Kantor Wilayah kehakiman pada tingkat 
Provinsi (jika kantor ditingkat Kabupaten/Kota belum ada), Dalam Sertifikat 
Jaminan Fidusia dicantumkan dengan klausul “Demi Keadilan Berdasarkan 
Tuhan Yang Maha ESA”. 
 





Pada sertifikasi jaminan..fidusia tersebut menangandung kekuatan 
eksekutorrial, Yakni telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yang sama 
seperti Putusan pengadilan. Artinya sertifikasi Jamianan fidusia ini dapat 
langsung dijadikan sebagai bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan 
dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para 
pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah pasal 9 yang menyatakan bahwa :87 
a. Jika terjadi hal-hal atau kesalahan pada pengisian data dalam 
permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f yang menegaskan 
bahwa setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, 
kuasa atau..wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan 
sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.  
b. Permohonan untuk memperbaiiki sertifikat Jaminan Fidusia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat; Nomor 
dan tanggal sertifikat,..Objek Jaminan fidusia yang akan diperbaiki,  
dan data perbaikan. Keterangan perbaikan.  
c. Ketentuan lebih lanjut dalam hal perbaikan sertifikat Jaminan 
Fidusia pada ayat (2) melampirkan; Salinan..sertifikat Jaminan 
Fidusia yang akan diperbaiki, Fotokopi bukti pembayaran biaya 
pendaftaran Jaminan Fidusia, Salinan akta Jamianan Fidusia. 
 
87Andi Wahyu Agung Nugraha, “Prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia dalam perspektif 
Undang-undang No. 42. Tahun 1999 tentang jaminan fidusia”, Jurnal Lex Privatum, Vol.6. No. 10. 





d. Selanjutnya dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia 
diterbitkan. 
Sebagai suatu konsep untuk melindungi kepentingan penerima fidusia 
sekaligus melindungi kepentingan pihak ketiga, sehingga segala keterangan 
tentang benda yang menjadi objek Jaminan fidusia yang ada pada Kantor 
Pendaftaran Fidusia harus dengan secara terbuka untuk umum. Tidak lain 
maksudnya adalah bagi siapa saja yang berkepentingan berkaitang dengan 
barang atau benda yang menjadi objek jaminan fidusia boleh mendapatkan 
informasi yang telah terdaftar di kantor pendaftaran fiduisia. Bersamaan 
dengan pokok yang secara tegas dijelaskan dalam ketentuan pasal 18 UUJF 
yang menyatakan Segala keterangan mengenai benda fidusia yang menjadi 
objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka 
untuk umum.  
Dengan demikian, hal yang dimaksudkan diatas sesuai dengan asas 
spesialitas dan publisitas yang mana bertujuan untuk memberikan pengaruh 
atau efek terhadap pihak ketiga sehingga pihak ketiga tersebut terikat dalam 
pendaftaran jaminan fidusia, disamping pihak ketiga tidak dapat lagi 
mengemukakan alasan..itikad baik, untuk mengelak dari..kelalaiannya untuk 
mengontrol daftar yang bersangkutan sebelum ia melakukan transaksi yang 
menyangkut benda.terdaftar.88 
4. Pembebanan jaminan fidusia 
 





  Pembebanan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 
undang-undang nomor 42 tahun1999 tentang Jaminan Fidusia. Sifat jaminan 
fidusia adalah perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang 
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 
Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini. akta notaris 
dibuat dengan bahasa indonesia akta jaminan sekurang-kurangnya memuat 
mengenai;89 
a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 
b. Perjanjian pokok yang jaminan fidusia;  
c. Deskrisipsi objek benda mengenai jaminan fidusia;  
d. Nilai jaminan;  
e. Nilai objek yang menjadi jaminan fidusia; 
Pada umumnya jaminan fidusia dibuat dalam berupa akta..notaris 
sebagai Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. 
Tujuannya, ialah untuk melindungi pemberi fidusia. pemerintah dibakukan 
Akta pembebanan fidusia, antara lain dengan tujuan untuk melindungi 
nasabah yang penghasilan ekonominya lemah.90 Apabila..kita meninjau 
substansi akta yang dibebankan fidusia, maka unsur yang diatur didalamnya, 
meliputi; 
a. Tanggal pembuatan akta pembebanan fidusia   
b. Pemberi fidusia dan penerima fidusia   
c. Objek fidusia, objek ini tetap berada pada pemberi fidusia   
d. Asuransi objek fidusia   
e. Pendaftaran fidusia   
 
89Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 
2000, hlm. 141 





f. Keterkaitan   
g. Nilai pada pembiayaan pembuatan akta, biasanya dibebankan kepada 
pemberi fidusia  
h. Pihak saksi 
i. Tanda tangan pihak yang bersangkutan. 
D. Tinjauan umum tentang Hak cipta dan Jaminan fidusia di Singapura 
1. Hak cipta di Singapura 
  Singapura merupakan Negara yang paling inovatif dalam mengelola 
sumber kekayaan intelektual nya. Singapura menjadi anggota WTO pada 
tahun 1995 yang mena membuat perubahan legislative untuk meratifikasi 
perjanjian TRIPs, Adapun yang mennjadi pengaturan hukum di singapura 
sesuai dengan perjanjian TRIPs. Di singapura juga terdapat pusat Arbitrase 
dan Mediasi atau penyelesaian sengeketa dunia tekait dengan Intellectual 
property.91 Dalam kaitanya pada Hak cipta, di Negara singapura memiliki 
perlindungan hak yang kuat dibandingkan dengan Negara Asean lainnya. 
Adapun perjalanan mengenai Undang-undang Hak cipta di Singapura dimulai 
pada 10 April 1987, ketika Undang-Undang Hak Cipta yang disahkan oleh 
Parlemen pada 26 Januari 1987 dimulai. Hal ini bermula pada saat mendapat 
tekanan dari Amerika (AS).  
 Melihat pada peraturan tentang Copyright Law.of the.United States and 
Related Laws Contained in Týtle 17 of the United States Code, telah mengatur 
bahwa salah satu pengalihan kepemilikan hak cipta adalah dengan melalui 
penjaminan atau lazim di sebut Mortgage, seperti yang termuat dalam 
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ketentuan umum dalam, Subject Matter and Scope of Copyright, Pasal 17 
undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat yang berbunyi:  
“A “transfer of copyright ownership” is an assignment, mortgage, 
exclusive license, or any other conveyance, alienation, or 
hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights 
comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place 
of effect, but not including a nonexclusive license.”. 
Oleh karena itu, Singapura tidak memiliki daftar pengaturan hak cipta.92 
Awalnya diadopsi dari Australia Copyright Act 63, telah diubah beberapa kali 
untuk mengikuti perkembangan teknologi atau untuk memenuhi kewajiban 
internasional. Amandemen besar terakhir terjadi pada tahun 2004 di mana 
dibuat untuk menyelaraskan hukum dengan Perjanjian Perdagangan Bebas 
Amerika Serikat dengan Singapura tahun 2003.93 
Hak cipta yang merupakan termasuk bagian dari Hak kekayaan 
intelektual yang di akui dan dilindungi oleh hukum Hak cipta merupakan 
termasuk dalam kategori jenis property berwujud yang juga dapat 
diperdagangkan, Yang menjadi dasar pengaturan nya adalah undang-undang 
hak cipta Copyright Act (Cap 63).94 Dalam undang-undang tersebut 
menjelaskan bahwa Hak cipta Hak cipta ialah merupakan sebuah hak untuk 
melindungi suatu bentuk karya, seperti buku, terbitan berkala, majalah, 
kompilasi informasi, foto, tarian, Skrip untuk drama, program Komputer, 
 
92 Ibid. hlm. 127. 
93Gavin Foo, and Edmund Chew,  “Singapore’s biggest copyright reform in 30 years”, Wipo 
Megazine. Agustus 2019. Di akases pada tanggal 29 Maret 2021 08:30. 
94David Vever, “Principles Of Copyright Law of.Intellectual Property and Information 
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gambar, patung, aransemen Musik, lirik, rekaman vidio, Film sinematografi, 
siaran televisi, rekaman sura dan program kabel dll. 
Secara umum sesuai dengan sifatnya bahwa hak cipta merupakan hak 
eksklusif, seorang pencipta berhak untuk memperbanyak, mempublikasikan, 
dan/atau mengkomunikasikan ciptaannya,95 Dalam Hak ini lah yang 
memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengontrol dan mengeksploitasi dan 
atau mengkomersialkan hasil ciptaanya. Dalam hak eksklusif ini juga terdapat 
suatu hak Ekonomi, hak ekslusif berupa ekonomi yang diberikan kepada 
pemilik Hak cipta atas suatu karya,96 Selain itu terdapat suatu lembaga yang 
bernama Intellectual Propery Office Singapore IPOs, merupakan sebuah 
lembaga yang berada dibawah Kementerian Hukum (Ministry Law) Minlaw 
merupakan salah satu kementerian Pemerintah Singapura berperan anatara 
lain sebagai:97 
a) Mengkaji dan merumuskan Undang-undang, salah satunya  adalah 
kekayaan intelektual, tanah, kepailitan, wali amanat publik, 
peminjaman uang, pegadaian, bantuan hukum dan kebijakan mediasi 
komunitas, serta undang-undang dan strategi di bawah lingkup 
MinLaw; 
b) Untuk memberikan masukan hukum dan kebijakan RUU, Program 
Kementerian lain yang diusulkan; 
 
95Tan Tee Jim, Et al. “Copyright in Singapore, getting.the deal Through Law Business 
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c) Mengembangkan pada sektor jasa hukum, alternatif penyelesaian 
sengketa dan kekayaan intelektual;  dan 
d) Untuk mengatur dan melisensikan semua badan praktik hukum dan 
mendaftarkan pengacara berkualifikasi Asing di Singapura. 
Badan hukum dan badan-badan di bawah MinLaw meliputi: 
a) Kantor Kekayaan Intelektual Singapura 
b) Otoritas Pertanahan Singapura 
c) Badan Surveyor Tanah. 
2. Intellectual property Office Singapore (IPOs) 
Lembaga IPOs sebagai lembaga yang berada di bawah naungan 
kemnetrian hukum ini, tidak lain ialah bertugas untuk melakukan 
pengembangan dan perlindungan suatu asset Kekayaan Intelektual di 
Singapura. atas Pengalihan asset kekyaan intelektual sebagai harta bergerak 
dan tidak bergerak  tersebut dikelola oleh Menteri Keuangan dan digunakan 
atau dikelola oleh departemen Pemerintah yang dikenal sebagai Kantor 
Kekayaan Intelektual Singapura atau Pengadilan Hak Cipta, dan semua aset, 
kepentingan hak, hak istimewa, dan kewajiban Pemerintah yang berkaitan 
dengan departemen itu dan Pengadilan, 
 Selain itu, IPOs juga berperan mengembangkan manajemen strategi Ki 
yaitu dengan mempromosikan, penggunaannya, dan membangun  keahlian 
untuk memfasilitasi pengembangan manajemen Ki, serta meniai dan 





Jaminan Pembiayaan.98 Juga tedapat lembaga Participating Financing 
Institution Intelektual Singapore, PFIs merupakan anak dari perusahaan atau 
lembaga dari IPOs yang bertugas agar dapat Menerima atau mengelola Aset-
aset Ki sebagai suatu Jaminan kredit. Dengan melihat penting nya aset 
Kekayaan intelektual dalam perkembangan pasar dunia saat ini, IPOs menjadi 
mitra tepercaya untuk memberdayakan ekonomi bagi si pembuat/pencipta 
karya. Untuk memenuhi tujuan tersebut,99 maka IPOs menjangkau berbagai 
pemangku kepentingan yang antara lainnya: 
a. Sebagai Bisnis, IPOs terus menyediakan alat dan informasi untuk 
memungkinkan mereka membuat, memiliki, melindungi, dan 
mendapatkan keuntungan dari ide dan pengetahuan mereka. 
b. IPOs berupaya untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan 
keahlian mereka, dan juga memberikan peluang bagi pemegang 
Kekayaan Intelektual untuk berjejaring dan bertukar pandangan 
dengan para pemimpin pemikiran Kekayaan Intelektual di seluruh 
dunia. 
c. Sebagai pemangku kepentingan Internasional, IPOs berupaya untuk 
memajukan kerja sama IP lintas batas untuk menyediakan sistem IP 
yang kuat dan terhubung bagi para pembuat ide. 
d. IPOs juga menjangkau beragam audiens termasuk masyarakat 
umum, pemerintah, dan Generasi muda, untuk mensosialkan dan 
meningkatkan kesadaran kekayaan intelektual. 
 Intellectual Property (IP) adalah aset penting yang melindungi inovasi 
dan ide kreatif bisnis Anda dari persaingan global. Melalui Manajemen IP 
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strategis (IPM), membuat, memiliki, melindungi, mengeksploitasi, dan 
menerapkan sumber daya IP Anda untuk memaksimalkan nilai bisnis, dengan 
demikian komersialisasi IP semakin penting karena memungkinkan 
perusahaan inovatif untuk menangkap nilai dari aset tidak berwujud termasuk 
pada hak cipta. Dengan tepat waktu pembaruan ke rencana Induk IP Hub,100 
dengan fokus dan inisiatif barunya, upaya pemerintah singapura yang salah 
satunya ialah dengan melakukan penjaminan untuk mendapatkan pembiayaan 
yang akan membantu bisnis dan inovator mengkomersialkan IP dengan lebih 
baik.  
3. Jaminan Fidusia di singapura 
 Singapura merupakan salah satu Negara bekas jajahan Inggris, telah 
mewarisi sistem hukum common law. Salah satu bentuk atau ciri-ciri unik 
dari mode system hukum common law adalah adanya dualisme yang melekat 
dalam sistem hukum. Sistem hukum common law sebagian besar berbasis 
Jurisprudencial. Di Singapura pada umum nya di kenal sebagai Hukum 
Ekuitas/permodalan. Jika didefinisikan yakni sebagai sekumpulan aturan, 
prinsip dan pemulihan yang pada awalnya dikembangkan dan dilaksanakan 
di Pengadilan Tinggi Inggris sebelum tahun 1873. Kedua cabang hukum 
tersebut secara historis berbeda meskipun keduanya sekarang dikelola oleh 
pengadilan yang sama secara bersamaan. Para pemegang fidusia umumnya 
terikat oleh tugas-tugas berikut: 
 
100George S.S.wei, “A look back at Public policy, the legislature, the court.and development 
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a. Kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan dan kewajiban. 
Misalnya, pengacara tidak akan dapat bertindak untuk dua klien 
dengan kepentingan yang bertentangan. Selain itu, kepentingan 
penerima fidusia tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
penerima. 
b. Kewajiban untuk mencegah dari keuntungan yang tidak sah. 
Misalnya, seorang direktur perusahaan mungkin melanggar 
tugasnya jika dia merebut peluang bisnis milik perusahaan untuk 
dirinya sendiri. 
 Umumnya, penerima menikmati manfaat yang menjadi kewajiban 
penerima fidusia salah satu nya ialah dapat mengesampingkan kewajiban 
tersebut. Oleh karena itu, pemegang fidusia dapat memperoleh persetujuan 
untuk mengesampingkan kewajiban tersebut.101 Kewajiban fidusia yang 
dibebankan kepada mereka wajib memposisikan kepercayaan dan keyakinan 
terhadap orang lain. inti dari kewajiban fidusia adalah bahwa pemegang 
fidusia berkewajiban untuk berpegang teguh kepada prinsipalnya.102 
Perkembangan Prinsip Hukum Restitusi di Singapura, Seiring dengan 
berjalanya waktu, konsep ini telah diperluas untuk mengatur pengelolaan 
hubungan lain seperti direktur perusahaan dan perusahaan mereka, hubungan 
antara pengacara-klien dan hubungan antara mitra.103 
 
101Alexander.F. Loke, “From the Fiduciary Theory to Information Abuse: The Changing 
Fabric of Insider Trading Law in the U.K., Australia and Singapore”, The American Journal of 
Comparative Law Vol. 54, No. 1 (Winter, 2006), hlm. 172.  (Published: Oxford University Press) 
https://www.jstor.org/stable/20454487 Acessed 19 April 2021. 
102Penyk khrystyna, Directors Fiduciary Duties: should delaware’s Approach Be Followed 
in Singapore, Central Euorepan University. March 15 2019. hlm. 63  didiakses 02:36 16 April 2021.  
103Vann,.Vicki, “Causation and Breach of Fiduciary Duty” Singapore Journal of Legal 





 Konsep fidusia juga telah dijelaskan sebagai suatu konsep dengan 
memprioritaskan situasi di mana seseorang berada dalam suatu keterkaitan 
dengan perorangan dan atau dengan badan hukum sehingga melahirkan 
harapan yang sah, yang akan diakui oleh kepentingan pemilik perusahaan, 
bahwa pemegang fidusia tidak akan memanfaatkannya atau kewenanganya 
sedemikian rupa sehingga merugikan kepentingan principal, adapun adalam 
upaya fidusia ini bersifat sukarela dalam artian timbul sebagai konsekuensi 
dari perilaku pemegang fidusia, Hal ini dimaksudkan bukan untuk 
menyatakan bahwa pemegang fidusia harus secara subyektif bersedia untuk 
menjalankan kewajiban tersebut melainkan sebagai usaha di mana pemegang 
fidusia secara sukarela menempatkan dirinya pada posisi secara obyektif, 
sehingga hukum dapat memperhitungkan untuk melaksanakan hak dan 
kewajiban tersebut.104 
4. Properti Objek Jaminan fidusia 
 Negara Singapura Properti Bergerak dan Tidak Bergerak merupakan 
suatu istilah yang didefinisikan sebagai Harta tak bergerak termasuk Tanah, 
manfaat yang timbul dari tanah dan benda-benda yang melekat pada bumi 
atau terikat secara permanen pada apapun yang melekat pada bumi. Adapun 
dalam istilah Properti bergerak merupakan properti apapun yang bukan 
properti tidak bergerak. Contohnya Properti pribadi yang mengacu pada hal-
hal seperti Mobil, Perhiasan, dan sebagainya, Hak untuk menuntut 
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berdasarkan dengan perjanjian kontrak untuk hutang yang terhutang atau 
biasanya diklasifikasikan lebih jauh sebagai barang bergerak atau choses-in-
possession (berwujud properti seperti mobil dan perhiasan) dan choses-in-
action (properti tidak berwujud seperti perdagangan hutang, piutang, hak 
untuk menuntut berdasarkan kontrak, saham dan, saham bank deposito, hak 
berdasarkan polis asuransi dan hak kekayaan intelektusl termasuk hak 
cipta).105 Berikut yang termasuk dalam klasifikasi Kekayaan Intelektual atau 
dapat diberlakukan sebagai properti pribadi atau sebagai barang bergerak 
tidak berwujud antara lain:106 
a. Hak cipta. 
b. Paten. 
c. Merek dagang. 
d. Desain terdaftar. 
e. Desain tata letak sirkuit terintegrasi. 
Maka dari itu, hak kekayaan intelektual ini dapat dikenakan sebagai jaminan 
dengan cara yang sama seperti properti pribadi atau jenis property bergerak 
lainnya.107  
Negara Singapura Umumnya mengikuti aturan prioritas common law 
seperti ketentuan mengatur terkait kepentingan hukum dan kesetaraan dan 
pertanyaan pemberitahuan konstruktif dari sebuah bunga. Pajak, bea atau 
biaya lain apa yang harus dibayar atas barang yang dijaminakan Tidak ada 
 
105Kok Chee Wai, Et.al, “Lending and taking security in Singapore: overview Law”, stated 
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pajak yang harus dibayar untuk menyempurnakan kepentingan keamanan. 
Keamanan atas properti pribadi Tagihan terdaftar yang dibuat oleh 
perusahaan harus didaftarkan di bawah pasal 131 dari Companies Act dengan 
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapura dalam 
waktu 30 hari sejak tanggal instrumen pembayaran dibuat untuk 
mendaftarkan biaya dengan ACRA.108 Tujuan nya ialah untuk melindungi 
asset keamanan (lazimnya disebut dengan jaminan) yang berupa property 
barang bergerak tak berwujud seperti kekayaan intelektual perlu didaftarkan 
dengan Kantor Kekayaan Intelektual Singapura. Untuk jenis jaminan atas hak 
cipta, paten dan merek dagang, dengan biayanya S $ 50 per nomor merek 
dagang, nomor permohonan paten atau nomor desain untuk mendaftarkan 
pemberian perlindungan.109 Pemberi pinjaman terhadap pihak yang berkaitan 
dapat memilih opsi untuk menggunakan penguasaanya, untuk menjual 
properti yang biasanya disediakan dalam dokumen jaminan.110 Jika pemberi 
pembiayaan ingin melindungi suatu asset jaminan dan mengumpulkan 
keuntungan yang dihasilkan oleh properti untuk melunasi hutang, penerima 
dapat ditunjuk sesuai dengan ketentuan Jaminan yang diatur dalam undang-
undang atau Sejalan dengan itu,   
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan dan mekanisme penerapan Hak Cipta terkait dengan Objek 
Jaminan fidusia Di Indonesia Dan Singapura 
1. Pengaturan dan Mekanisme Hak Cipta Terkait dengan Objek Jaminan 
fidusia Di Indonesia  
Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual 
Property Right yang merupakan bagian dari sistem yang sekarang ini melekat 
pada tata kehidupan modern,  hak atas pemanfaatan, penjualan, serta kegiatan 
lain yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual merupakan suatu Hak 
Eksklusif yang diberikan Negara kepada individu sebagai pelaku KI, yang 
mana dimaksudkan sebuah penghargaan atas karya yang dimiliki pemiliknya. 
Jil Mc Keough dan Andrew stewart, berpendapat bahwa Kekayaan intelektual 
sebagai sekumpulan Hak yang diberikan hukum untuk melindungi dan 
investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.111  
Kendati demikian yang menjadi salah satu aspek hak khusus pada 
kekayaan intelektual adalah hak eksklusif untuk mendapatkan keuntungan 
berupa hak ekonomi. Pemberian kepada pemegang HKI didasarkan pada 3 
(tiga) alasan yaitu alasan sosial, alasan ekonomi dan alasan kemanfaatan. 
Yang menjadi esesnsi terhadap suatu alasan social yang timbul sebuah hasil 
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bahwa konsep inovatif terhadap suatu Karya adalah hasil akhir baik Seacara 




dengan muculnya motif nilai ekonomi tersebut seseorang dapat terpancing 
untuk membuat sebuah penemuan atau menghasilkan sebuah karya, sehingga 
dengan karya ini penulis menerima manfaat atas Nilai ekonomi dari hasal 
karyanya.112 
Selain itu, dapat kita ketahui bahwa dalam konvensi Internasional, 
Indonesia telah bergabung dalam organisasi internasioanl antara lain; 
Agreement Establishing the World Trade Organization WTO (Ratifikasi 
Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of  
Intellectual Property Rights (Ratifikasi tentang Perdagangan dan aspek Hak 
Kekayaan Intelektual) disingkat dengan TRIPs Aggrement, yang kemudian 
di Ratifikasi dan melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.113 
Dalam isi undang-undang tersebut menegaskan Terkait pada ketentuan huruf 
b yang menyatakan, “bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, 
khususnya dibidang ekonomi, sehingga membutuhkan berbagai upaya-upaya 
dengan salah satunya yakni meningkatkan, memperluas, meyakinkan dan 
menjaga pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk segala 
produk baik barang maupun jasa, dan hak atas kekayaan intelektual,114 yang 
berkaitan dengan lingkup bisnis dan perdagangan, serta meningkatkan 
kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. 
Indonesia sebagai salah satu lokasi internasional yang telah meratifikasi 
Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Berne 
 
112Indra Rahmatulah, Aset kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam perbankan, budi 
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Convention at the Protection of Art and Literature) melalui Keputusan 
Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property 
Organization Copyright Treaty (WIPO) , melalui Keputusan Presiden Nomor 
19 1997, selain WIPO Performing Works and Phonographic Works 
Agreement (WIPO Agreement on Performing Works and Phonogram 
Works).115 Pada saat itu, Indonesia memberlakukan Auteurswet 1912 sampai 
1982, ketentuan tersebut berlangsung selama lebih dari 70 tahun, yang 
kemudian Indonesia memberlakukan peraturan hak cipta, khususnya dengan 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Pengesahan peraturan 
ini berakhir pada Auteurswet 1912. menjadi sekarang tidak diberlakukan lagi. 
Dilihat dari sejarah perjalanannya, perkembangan mengenai hak cipta 
hingga saat ini telah mengalami sebanyak 3 (tiga) kali perubahan, melalui 
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang 
Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian yang akhir nya 
sampai saat ini ketentuan Undang-undang No. 28 tahun 2014 yang 
diberlakukan. hal ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional 
dan juga  perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, 
Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, serta memperhatikan 
ketentuan dalam perjanjian konvensi intenasional dalam bidang Hak Cipta 
dan Hak Terkait.  
Hak cipta merupakan bagian dari Kekayaan intelektual yang memiliki 
salah satu hak dasar khusus yakni berupa Hak ekonomi (Economi right), yang 
 




mana hak ekonomi ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan atau 
manfaat dari hasil Kekayaan Intelektual. Hak ekonomi ini juga disebutkan 
dalam ketentuan peratuaran perundang-undangan yaitu termuat dalam 
Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta pada bagian ke III 
(ketiga) paragraph pertama pasal 8 yang menegaskan bahwa; “Hak eknomi 
ialah suatu Hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk 
mendapatkan menfaat ekonomi atas suatu ciptaan nya” Adapun maksud 
sebagaimana dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk; 
a. Penerbitan;  
b. Penggandaan Ciptaan; 
c. Penerjemahan  Ciptaan;   
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 
e. Pendistribusian  Ciptaan  atau salinannya; 
f. pertunjukan Ciptaan; 
g. Pengumuman Ciptaan; 
h. Komunikasi Ciptaan; dan 
i. penyewaan Ciptaan. 
Kemudian salah satu Bagian dari Hak cipta yang tidakdapat dipisahkan dari 
nilai ekonomi yang bersal dari ciptaan berupa penerbitan dan karya potret 
sebagaimana diatur dalam; 
 Pasal  12 ayat (1) dan (2), 
1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, 
Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau 
Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan 
reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan 




2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, 
Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau 
lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam 
Potret atau ahli warisnya. 
Dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 juga menegaskan 
mengenai beberapa hal yang berbeda setelah diubah menjadi UUHC No. 28 
Tahun 2014,  antara lain: 
1) Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang 
untuk Hak Cipta di bidang tertentu, yaitu diberlakukan selama 
hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta 
meninggal dunia;  
2) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, 
arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk 
tuntutan pidana; serta 
3) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan 
objek jaminan fidusia.  
Perlu dikethui bahwa ketentuan Undang-undang Hak Cipta yang baru, 
telah diatur sebuah ketentuan baru yang menambah nilai ekonomi dari suatu 
Hak Cipta, yaitu terkait pada Hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak 
berwujud (intangible) dan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.116 
Penjelasan tentang objek benda yang menjadi Jaminan fidusia dilihat dalam 
perspektif hukum jaminan objek benda tidak dapat dapat dipisahkan sebab 
memiliki hubungan yang dominan, salah satunya dalam hal jaminan 
kebendaan, Pokok pengaturan pada hukum benda berdasarkan KUHperdata 
yang termuat dalam Buku ke II terkait dengan Hukum kebendaan, sifat yang 
kebendaan yang termuat dalam Buku ke II ini mempunyai Sifat tertutup, 
maksudnya ialah bahwa orang lain tidak dapat membuat dan atau melahirkan 
 




atau dengan secara sengaja terhadap Hak-hak kebendaan yang baru dengan 
berlawanan dengan peraturan perundan-undangan.117  
Sifat-sifat yang harus dimiliki melalui sarana suatu barang yang 
dijadikan sebagai barang Jaminan Fidusia harus memiliki nilai finansial 
(ekonomi) atau dapat dinilai dengan uang jika di kemudian hari debitur tidak 
dapat membayar kembali semua uangnya yang terutang atau dalam hal 
Wanprestasi.118 Sehingga barang jaminan tersebut dapat menutupi atau 
membayar semua uang yang terutang milik debitur. dalam hal Hak Cipta 
sebagai barang Jaminan, tentunya Hak Cipta harus memiliki nilai finansial. 
Hal tersebut memungkinkan Lembaga jaminan sebgai ekseskutor terkait pada 
pengenaan barang Hak Cipta, sehingga barang atau benda yang menjadi objek 
Jaminan Fidusia berupa barang bergerak yang tidak berwujud. Mengenai 
jenis-jenis barang sebagai Jaminan Fidusia secara rinci, terdapat ketentuan 
dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang 
Jaminan Fidusia sebagai berikut: 
a. Benda berwujud, 
b. Benda tidak berwujud, juga berupa piutang, 
c. Benda bergerak, 
d. real estat yang tidak dapat diperoleh dengan hipotek, 
e. real estat yang tidak dapat diperoleh dengan hipotek, 
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f. benda-benda yang ada dan benda-benda yang akan diadakan di kemudian 
hari. 
g. Akta perwalian terpisah tidak diperlukan untuk barang-barang yang akan 
diperoleh nanti. 
h. Satuan atau jenis barang, 
i. Lebih dari satu jenis atau unit barang, 
j. Hasil item yang sudah menjadi item kepercayaan, 
k. Hasil klaim barang tersebut, barang tersebut merupakan jaminan 
Amanah, 
l. item persediaan (persediaan, perdagangan saham), 
m. pesawat dan helikopter yang terdaftar di Indonesia, 
Hak cipta yang merupakan termasuk dalam kategori berupa benda 
bergerak tidak berwujud penegasan ini termuat dalam ketentuan pasal 16 ayat 
(1). Jika melihat dari pendapat Sudjana dalam hal tersebut yang menegaskan 
bahwa, Hak cipta yang sebagai suatu perwujudan benda bergerak tidak 
berwujud (intangible asset), yang dapat di Mungkinkan untuk dibebani 
sebagai salah satu objek Jaminan kredit dengan melalui lembaga jaminan 
fidusia.119 Perihal pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia ini diatur 
lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 16 ayat (4) mengenai Hak cipta sebagai 
Objek Jaminan fidusia ini diatur dengan ketentuan peraturan lebih lanjut.  
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Pengaturan yang berkaitan yakni dalam pada pasal 1 ayat (1) Undang-
undang Nomor 42 tahun 1997 Tentang Jaminan fidusia, 
menyebutkan bahwa; 
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
benda.” 
Penegasan lebih lanjut terkait dengan jaminan fidusia pada pasal 1 ayat (2) 
yaitu; 
“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak 
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 
penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya” 
Pada umumnya terkait dengan jaminan ini biasanya dikaitkan dengan 
pemberian nilai kredit atau pembiayaan. Antonio Syafi'i mendefinisikan 
bahwa pembiayaan merupakan salah satu tanggung jawab penting bank, 
khususnya penyediaan pusat dana untuk memenuhi keinginan unit-unit yang 
defisit.120 
Pendaftaran fidusia adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi 
sehingga dengan demikian Hak cipta yang akan dijadikan obyek jaminan 
fidusia, harus memenuhi syarat pendaftaran tersebut.121 Namun bagi pencipta 
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dan pemegang Hak cipta, sebagai pelengkap persyaratan pendaftaran 
kepercayaan hak cipta sebagai jaminan, pencatatan merupakan hal yang 
sangat penting. Penagihan benda jaminan titipan dilakukan melalui suatu akta 
perjanjian yang ditulis (dalam bahasa Indonesia), dan merupakan akta 
jaminan fidusia (Pasal 5 UU Fidusia), dan benda jaminan yang dibebani 
tersebut harus didaftarkan. Hal ini berguna Untuk memperoleh kekuatan 
hukum dari titipan jaminan, pendaftaran harus dilakukan di kantor 
pendaftaran titipan di lingkungan Departemen Kehakiman. (Dalam Pasal 5, 
11, dan 12 UU Fidusia). 
Setelah dibuatkan akta pembebanan jaminan fidusia dan terdaftar pada 
Kantor pendaftaran Fidusia yang Objeknya berupa Hak cipta maka 
selanjutnya dilakukan pendaftaran atas benda atau hak yang dijaminkan, 
tujuannya berkaitan dengan asas publisitas. Apabila sudah didaftarkan maka 
diterbitkanlah sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial 
sama halnya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena 
adanya klausul “Demi keadilan Dengan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”, Dengan adanya akta pembebanan oleh para pihak dalm menjaminkan 
hak ekonomi berupa hak penggandaan atas Ciptaannya tersebut maka apabila 
dikemudian hari si pencipta melakukan tindakan cidera janji/wanprestasi 
maka pihak penerima fidusia dapat memberlakukan Ketentuan Pasal 29 
UUJF untuk melakukan eksekusi. Antara lain dengan cara; 
a. pelaksanaan titel eksekutorial; atau 
b. kesepakatan penjualan dengan perjanjian antara pemberi dan penerima 




c. dengan melakukan pelelangan umum atas hak cipta yang dijaminkan 
tersebut. 
Disisi lain, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta saat 
ini belum termasuk dalam daftar agunan yang dimaksud oleh pihak Bank di 
Indonesia disebabkan juga karena belum adanya suatu regulasi yang 
menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang mencakup tentang Kriteria 
untuk menetukan Nilai pada objek Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai 
suatu Objek Jaminan fidusia. pada ketentuan 15/PBI/2012 Tentang Penilaian 
Kualitas Aset Bank Umum Pasal 43. Selain tidak termasuk dalam kategori 
daftar jaminan Hak Cipta ini, hingga sekarang ini belum ada aturan terkait 
penilaian yang dapat digunakan oleh Penilai Publik sebagai dasar 
pertimbangan, Dalam hal ini perlunya Peraturan pemerintah yang mengatur 
lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan objek Hak Cipta terkait dengan 
Jaminan Fidusia. 
Jika dilihat dengan menggunakan Teori memang bisa Hak Cipta 
dijadikan Jaminan Fidusia tetapi secara kenyataanya sangat sulit apabila tidak 
ada aturan lebih khusus yang mengatur hal ini. Ketentuan yang termuat pada 
Pasal 16 ayat (3) UU No 28, tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai benda 
bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, ini 
belum bisa Diterapkan ataupun diterima oleh pihak Bank maupun pihak 
penerima jaminan Fidusia yang ada di Indonesia.122  
 




Mengenai hal tersebut bahwa menurut Budi Agus Riswandi, SH, M.Hum 
mengemukakan bahwa “meskipun undang-undang jaminan fidusia 
mengizinkan jaminan fidusia untuk benda yang tidak didaftarkan, hak cipta 
yang menjadi objek jaminan fidusia hanya berlaku untuk karya yang telah 
didaftarkan pada Badan Kekayaan Intelektual Negara”123 Atau dengan 
sebutan (Direktorat hukum dan hak asasi manusia Negara Republik 
Indonesia) adalah surat tanda pendaftaran karya yang dikeluarkan oleh instasi 
terkait yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Untuk hak atas 
karya/ciptaan yang tidak didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, akan 
tetapi sekalipun dilampirkan surat pernyataan kepemilikan pencipta atas 
ciptaan tersebut, hal tersebut masih terdapat kekurangan kepastian dan 
perlindungan hukum, sehingga jika ciptaan yang tidak didaftarkan maka 
dimasa yang akan datang, berkemungkinan dapat menimbulkan risiko bagi 
penerima jaminan atas hak cipta tersebut. 
Melihat pada data statistik Pembayaran dan tanda terima untuk 
penggunaan hak kepemilikan yang sah (seperti paten, merek dagang, hak 
cipta, proses dan desain industri termasuk rahasia dagang, dan waralaba) dan 
untuk penggunaan produk asli atau prototipe (seperti hak cipta atas buku dan 
manuskrip) dirujuk sebagai biaya untuk penggunaan kekayaan intelektual 
untuk penggunaan, melalui perjanjian lisensi berikut; 
 
123 Rani Kartika Sary, “Hak cipta sebagai Objek Jaminan fidusia”, Jurnal Lex Renaisaince 







Menurun nya angka kekayaan intelektual tentu saja menjadi perhatian 
Untuk itu, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 
(Kemenkumham) lembaga tengah gencar mengupayakan agar terciptanya 
skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.124 Minimnya aset fisik 
yang dapat dijadikan agunan untuk memperoleh produk pembiayaan dari 
perbankan, menurut informasi yang dihimpun, menjadi penyebabnya. 
Kekayaan intelektual telah muncul sebagai salah satu penemuan terpenting di 
bidang ekonomi kreatif (Bekraf) Pengelolaan kekayaan intelektual sangat 
penting untuk pembangunan ekonomi dan sektor kreatif. Tidak hanya 
kreativitas tetapi juga inovasi yang memberi nilai tambah, serta program 
BEKRAF untuk membantu pelaku ekonomi kreatif dalam pengelolaan 
 
124Biaya penggunaan kekayaan intelektual di Indonesia 2005-2018 Diterbitkan oleh 




Kekayaan Intelektual, serta grafik yang menunjukkan evolusi Kekayaan 
Intelektual dari tahun ke tahun. 
 
Gambar 2.4 
Data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS) 
menyebutkan pada 2016 terdapat 92,37 persen unit usaha ekonomi kreatif 
yang menggunakan dana sendiri dalam menjalankan usahanya. Saat ini salah 
satu yang bisa diharapkan dari sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan 
nilai tambah sektor ini adalah kekayaan intelektual. Ari Juliano Gema, Deputi 
Fasilitasi Kekayaan Intelektual mengatakan pemerintah sedang 
mempersiapkan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, yang 
implementasinya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). “Skema 
pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan 
yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan utang bagi 
lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku 




Fakultas Hukum Univeristas Indonesia Lintas Angkatan, Senin (9/12), di 
Jakarta.125  
Secara teknis peneliti memandang, memang saat ini belum ada terjadi 
Hak cipta yang dijaminkan secara fidusia. Maka untuk hal tersebut peneliti 
mencoba mendeskripsikan contoh deskripsi mengenai suatu masalah di atas. 
Bahwa guna mengembangkan suatu usaha nya atas suatu karya ciptaannya 
tidak lepas dari biaya tambahan. Dalam hal tersebut, Maka si pencipta ini 
harus mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Bank/Lembaga 
penerima pinjaman. Kemudian Bank/Lembaga penerima pinjaman menerima 
permohonan yang diajukan oleh si pencipta sehingga antara keduanya 
melahirkan Perjanjian Pinjam–Meminjam Uang sebagai perjanjian pokok. 
Adapun Untuk menghindari resiko terjadinya wanprestasi atau cidera janji 
dikemudian hari oleh si pencipta, Bank/Lembaga penerima pinjaman dengan 
sukarela si Pencipta untuk menyerahkan benda yang dimilikinya sebagai 
jaminan.  
Lalu si pencipta mengalihkan Karya Ciptaannya dalam hal ini berupa 
sebuah Buku disertai dengan adanya surat pencatatan ciptaan dari Dirjen KI 
sebagai dokumen pendukung untuk diikat dengan jaminan fidusia. Benda 
yang dijaminkan secara fidusia tersebut merupakan hak cipta. Tentu pihak 
perbankan/Lembaga penerima pinjaman selaku Penerima Fidusia dan Notaris 
selaku Pihak yang akan membuatkan akta jaminan fidusia secara jelas bagian 
 
125Moh. Dani Pratama Huzaini, “Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual 




mana yang bagian dari hak ekonomi atas hak cipta yang dimiliki oleh Si 
pencipta yang hendak dijaminkan. Si pencipta selaku Pemberi Fidusia sepakat 
bahwa dari ciptaan yang dijaminkan tersebut mencakup sebagian hak 
ekonominya saja berupa hak penggandaan.  
Ketiadaan pengaturan Hak Cipta terkait dengan Objek Jaminan fidusia 
tersebut telah mengindikasikan bahwa perlunya perbaikan pada substansi 
hukum yang mengatur jaminan fidusia sebagai dasar hukum pelaksanaanya 
agar kepastian hukum dapat tercapai. Oleh sebab itu perlu dilakukan 
rekonstruksi hukum terkait dalam pelaksanaan jaminan fidusia agar dapat 
mengimplementasikan Hak cipta terkait dengan Objek jaminan fidusia. 
Rekonstruksi hukum pelaksanaan jaminan fidusia terhadap hak cipta berarti 
memperbaiki Ius Constitutum jaminan fidusia, sehingga Ius Constituendum 
yang diharapkan dapat mengakomodir tentang pelaksanaan hak cipta terkait 
dengan objek jaminan fidusia.126 
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut terkait hal ini. Atau 
ke depan, jika hak cipta dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha 
sebagai subyek kekayaan intelektual atas bentuk penjaminan fidusia, yang 
diperlukan sekarang adalah membentuk norma atau aturan hukum baru, yang 
secara khusus terhadap hak cipta yang berkaitan dengan  objek benda jaminan 
fidusia, sehingga lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya dapat 
memberikan pinjaman kepada pencipta atau pemilik hak cipta dari debitur 
 
126Rini..Sugiani, “Analisis yuridis jaminan fidusia terhadap Hak Cipta dalam Undang-undang 
No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Tesis S-2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 




jaminan hak cipta yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesulitan dalam 
penerapan peraturan tersebut terletak pada interpretasi, evaluasi dan 
penetapan nilai terhadap (valuation) objek hak cipta oleh lembaga Jaminan 
fidusia dan perbankan. 
2. Pengaturan dan Mekanisme Penerapan Hak Cipta terkait dengan Objek 
Jaminan fidusia Di Singapura 
 Negara Singapura adalah salah satu Negara yang merupakan negara 
tetangga Indonesia yang mana juga termasuk salah satu anggota dalam WTO 
dan WIPO yang tentunya memberlakukan hal yang sama terkait Hak Cipta 
dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan di pihak Bank. Singapura telah 
menyetujui Konvensi pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia 
(WIPO) pada tangggal 10 Desember 1990, dan juga dapat Di indikasikan 
singapura telah bergabung dengan Konvensi Berne, yang kemudian mlahirkan 
Sebuah Undang-undang Hak Cipta, melalui indikasi ini dapat diketahui bahwa 
Singapura dapat bergabung dengan Konvensi Berne.127 Singapura namun, 
telah membuat pengaturan untuk memperluas mengenai perlindungan hak 
cipta ke beberapa negara.  
Sebagai ketentuan yang berlaku tentang hak cipta di Singapura diatur 
dalam Copyright Act of 1987 (Cap 63). Sehingga pada waktu itu juga mulai 
berlaku pada tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami 
beberapa kali perubahan, terakhir pada tahun 2004 menjadi menerapkan 
 
127Tan Tee Jim, Intelectuall Property Law, Singapore Law Watch, at 10 October 2019. 
https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-12-intellectual-




Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat-Singapura. Bentuknya yang 
sekarang sedikit mengandung kemiripan dengan Statute of Anne,128 yang 
mengaitkan bahwa konsep asli memberikan pengakuan kepada penulis dan 
pembatasan masa monopoli masih menjadi landasan perundang-undangan. 
Hukum hak cipta di Singapura diatur oleh Copyright Act 1987 (selanjutnya 
disebut sebagai "Undang-Undang") yang mulai berlaku pada tanggal 10 April 
1987. Undang-undang ini didasarkan pada Australian The Prinsip of Copyright 
Act 1968. dasar hukum hak cipta di Singapura serupa dengan yang ada di 
Inggris dan Australia. Pada undang-undang Hak cipta, hak cipta pada dasarnya 
adalah seperangkat hak yang diberikan kepada pencipta. Hak-hak ini 
merupakan Hak ekslusif yang hanya dapat digunakan oleh pencipta atau 
dengan kewenangan mereka selama waktu tertentu jangka waktu tertentu, dan 
dengan demikian memungkinkan mereka untuk mengontrol eksploitasi 
komersial atas karya mereka selama ini.Undang-undang memberikan 
perlindungan bagi materi pelajaran berikut: 
a. karya sastra asli; 
b. karya dramatis asli; 
c. karya musik asli; 
d. karya artistik asli; 
e. rekaman suara; 
f. film sinematograf; 
g. siaran televisi dan siaran suara; 
h. program kabel; 
 
128Robert A._Rogowsky, United Stated.-Singapore Free Trade Agreement: “Potential 
Economywide and Selected Sectoral Effects, united state international trade commission”, 




i. edisi karya yang diterbitkan. 
Hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari Hak kekayaan intelektual 
yang di akui dan dilindungi oleh hukum Hak cipta merupakan termasuk dalam 
kategori jenis property berwujud yang juga dapat diperdagangkan, Yang 
menjadi dasar pengaturan nya adalah Undang-undang Hak Cipta (Act 63).129 
Di Singapura Properti Bergerak dan Tidak Bergerak adalah istilah yang 
didefinisikan sebagai Harta tak bergerak termasuk tanah, manfaat yang timbul 
dari tanah dan benda-benda yang melekat pada bumi atau terikat secara 
permanen pada apapun yang melekat pada bumi. barang bergerak adalah 
properti apa pun yang bukan properti tidak bergerak.  
Barang bergerak mengacu pada hal-hal seperti mobil, perhiasan, tanah 
bangunan dan segainya yang merupakan barang bergerak, (choses-in-
possession) sedangkan choses-in-action (properti tidak berwujud) seperti surat 
huatang, dan perdagangan hutang, piutang, hak untuk menuntut berdasarkan 
kontrak, saham dan saham, bank deposito, hak berdasarkan polis asuransi dan 
hak cipta).130 Berikut yang termasuk dalam klasifikasi atau dapat diberlakukan 
sebagai properti pribadi atau sebagai barang bergerak tidak berwujud antara 
lain: 
f. Hak cipta. 
g. Paten. 
 
129David Vever, “Principles Of Copyright Law,..of Intellectual Property and Information 
Technology Law”, Director, Oxford Intellectual Property Research Centre, St Peter’s College, 
Oxford University. GENEVA/ July/ 2002. 
130Kok Chee Wai, Mark Hudspeth and Aloysius Ng, Allen & Gledhill LLP, Lending and 
taking security in Singapore: overview Law stated as at 01-Nov-2020 Resource Type Country Q&A 




h. Merek dagang. 
i. Desain terdaftar. 
j. Desain tata..letak sirkuit terintegrasi. 
 Maka dari itu, hak kekayaan intelektual ini dapat dikenakan biaya dengan 
cara yang sama seperti properti pribadi atau bergerak lainnya. 
Di Singapura melalui lembaga the Intellectual Property Office of 
Singapore(IPOS). pemilik kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Paten dan 
Merek dapat menjaminkan Hak Cipta, Paten, dan Merek Melalui (Intelectual 
Property Office of Singapore) yang mana dalam praktik IPOS menunjuk 3 
(tiga) bank yaitu UOB (United Overseas Bank), OCBC (Overseas-Chinese 
Bank Corporation), dan DBS (Development Bank of Singapore) untuk 
menyalurkan pendanaan terkait dengan jaminan Hak cipta.131 Setelah itu 
ditunjuk perusahaan penilai intangible asset (benda tidak berwujud) yang 
nantinya sebagai suatu tolak ukur suatu objek jaminan. Sementara itu dari 3 
(tiga) bank yang ditunjuk melalui IPOS tersebut dalam memberikan suatu 
kredit dengan jaminan fidusia yang mana dalam pemberian kredit tersebut 
berkorelasi dengan melalui lembaga Partisipasi Finansial (Participating 
Finansial Institution/PFIs). fungsi PFIs adalah untuk mendorong lembaga 
keuangan yang ada di Singapura sebagai salah satu untuk menerima aset-aset 
HKI sebagai jaminan. PFIs inilah yang nantinya akan melakukan proses due 
 
131Singapore Ministry Law, "Kebijakan Intelektual." http://www.mlaw.gov.sg/our-work / 




diligence dalam menilai suatu kelayakan kreditatas asset kekayaan 
Intelektual.132  
Proses due diligence133 dilakukan oleh lembaga partisipasi finansial 
Participating Finansial Institution (PFIs), yang memiliki fungsi untuk 
mendorong lembaga keuangan di Negara Singapura guna menerima aset-aset 
KI Sebagai suatu jaminan. PFIs inilah yang nantinya akan melakukan dalam 
menilai suatu kelayakan kredit. Tahapannya adalah sebagai berikut:134 
Tahap: 
a. Pemohon memenuhi kriteria kelayakan secara pasti. Hal ini 
dilakukan oleh FPI untuk evaluasi kredit; 
b. Hubungi PFIs untuk mendapatkan penilaian kredit awal. Artinya 
pemohon harus terlebih dahulu memproses ke FPIs sebelum 
berinteraksi dengan lembaga perbankan yang akan ditunjuk. 
c. Pemeriksaan yang dilakukan FPIs untuk memberikan penilaian 
kredit; 
d. Mengisi formulir permohonan penilaian aset kekayaan intelektual. 
Formulir dapat diperoleh di kantor IPOs hubungi lembaga penilai 
kekayaan HKI Panel of Valuers (POV) untuk menilai aset HKI. 
 
132 Ng-loy Wee Loon, Law of Inetellectual Property of Singapore, Maxwel, Ed. 2. 2014. hlm. 
33. 
133Mochamad Januar Rizki, “Memahami Strategi dan Aspek Penting Dalam Pembuatan 
Legal Due Diligence yang Efektif dan Tanpa Celah”,  Hukum_online.id, dikutip pada pukul 05:10, 
19 januari 2021. 
134IPOS Intellectual Property Office of Singapore, Intellectual Property Financing Scheme 





Pemohon menunjukan bukti laporan terkait penilaian aset kekayaan 
intelektual dari penilai yang ditunjuk. 
Tahap kedua: mengirimkan setiap formulir ke FPI secara kolektif dengan 
file penilaian dan file pendukung yang berbeda untuk perangkat lunak hipotek 
dalam waktu 4 minggu sejak tanggal file penilaian diterapkan. Proses ini untuk 
mempretimbngkan  untuk menjadi layak atau tidak. 
Tahap ketiga: kemudian jika dalam proses trsebut diterima, tandai surat 
penawaran dan tarik kisaran harga yang ditentukan  
Yang menjadi esensi Pengaturan HKI dalam hal ini termasuk Hak Cipta 
terkait dengan objek jaminan fidusia pada umumnya tidak terlepas dari peran 
serta UNCITRAL (United Nation Commision on International Trade Law),135 
yang dalam siding nya ke 13 tahun 2008 antara lain berisikan mengenai materi 
Hak Jaminan terhadap kekayaan intelektual Security in intellectual property 
Right, Negara Singapura juga termasuk anggota didalamnya. Dalam ketentuan 
yang berlaku pada Hukum Singapura terkait dengan sebuah Jaminan kredit 
tersebut pada dasarnya didasarkan pada hukum Inggris. Pengaturan hukum 
yang berlaku di singapura termuat pada Singapore Law Watch (SAL) dalam 
Commercial Law Ch. 11 The Law of Credit and Security Section 1 yang 
menyatakan bahwa Setiap jenis kepentingan menciptakan hak dan kewajiban 
jaminan dengan melibatkan formalitas hukum yang berbeda.136 Sehingga 
Singapura dalam hal menjalankan dan menerima HKI untuk dijadikan sebagai 
 
135Lorin Brennan, “International Intellectual Property Financing:  An Overview”, 
WIPO/IP/FIN/GE/09/7, hlm. 77. 
136 Tan Tee Jim, SC and Zechariah J H Chan, “Copyright in 24 jurisdictions worldwide 




objek agunan kredit salah satunya adalah Jaminan Fidusia tentunya merujuk 
beberapa dasar hukum yang sudah dijelaskan diatas yang tentunya juga 
termasuk kedalam perjanjian Internasional serta aturan yang diterapkan dengan 
berpatokan pada hukum yang ada di Inggris.  
Secara umum biaya atas kategori aset tertentu oleh perusahaan yang akan 
terdaftar di Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore 
(ACRA), dan hipotek terhadap properti nyata yang dapat didaftarkan ke 
Singapore Land Authority (SLA).137 Jaminan atas kelas aset ini akan ditangani 
secara lebih mendetail. Dalam pelaksaanaanya Kepentingan jaminan yang 
dibuat atas aset tertentu seperti kapal dan hak kekayaan intelektual akan 
ditangani oleh badan hukum yang relevan di Singapura–hipotek atas kapal 
harus didaftarkan pada Otoritas Pelabuhan dan Maritim Singapura, dan 
jaminan atas hak kekayaan intelektual dapat terdaftar di Kantor Kekayaan 
Intelektual Singapura, Dalam praktek atas pemberian suatu kredit pada Hak 
Cipta melalui Jaminan Fidusia dengan mengadakan suatu benda sebagai objek 
Jaminannya, dan dalam hal ini berupa Hak Cipta yang merupakan benda 
bergerak tidak berwujud tentunya di beberapa Negara akan memberikan suatu 
penilaian ataupun appraisal terhadap benda yang nantinya akan dijadikan 
sebagai objek Jaminan Fidusia. Di Singapura ada yang disebut dengan Skema 
IPVL (IP Value Lab) merupakan Anak perusahaan IPOS Intelectuall Property 
Value Lab (IPVL),  
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Badaan Hukum atau perusahaan ini mengelola jenis aset khusus seperti 
barang bergerak tidak berwujud dalam Kekayaan Intelektual termasuk Hak 
Cipta, sehingga pencipta dapat berkembang dalam melakukan Inovasi terhadap 
suatu Karyanya dengan mengelola skema tersebut, perusahaan yang berbasis 
untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi dan menumbuhkan aset 
mengelola, dan menciptakan nilai dari aset tak berwujud mereka. Dengan 
demikian peranan IPOs ini mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola 
asset berupa Kekayaan Intelektual atas aset tak berwujud seperti Hak cipta 
yang dihasilkan atas suatu kegiatan inovasi, di singapura meminjamkan karya 
Intelektual nya dengan pendekatan teknis yang mendalam kepada instansi 
pemerintah di bidang internasional.138 
Berdasarkan studi terhadap lebih dari 57.000 perusahaan di seluruh dunia, 
Brand 2016 Laporan Keuangan memperkirakan bahwa 47% dari nilai 
perusahaan global berada di aset tidak berwujud. Lebih dekat ke Singapura, 
ekonomi seperti Taiwan dan Korea Selatan termasuk di antara tertinggi dalam 
hal pertumbuhan nilai aset tidak berwujud, rata-rata sekitar 50% pertumbuhan 
antara 2010 dan 2015. Perusahaan-perusahaan Singapura diperkirakan akan 
bertahan sekitar 20% dari nilai perusahaan dalam aset tidak berwujud, dengan 
pertumbuhan sekitar 10% antara 2010 dan 2015. Peningkatan arus 
perdagangan terkait penggunaan IP Biaya untuk penggunaan IP – transfer 
lintas batas royalti, lisensi biaya dan biaya lain untuk penggunaan HAKI seperti 
 
138IPOS (Kantor Kekayaan Intelektual Singapura)2017. Pembaruan ke Master Plan Pusat 
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paten, desain industri, hak manufaktur, merek dagang dan waralaba – telah 
meningkat baik secara nilai absolut (istilah nominal31) dan sebagai bagian dari 
perdagangan. Pada tahun 2014, penerimaan global mencapai US$328,9 miliar 
atau 1,4 persen dari pendapatan global ekspor, menandai peningkatan yang 
cukup besar dari US$91,3 miliar atau 1,1% pada tahun 2000. Untuk negara-
negara OECD, penerimaannya mencapai US$320,4 miliar atau 2,3 persen 
ekspor OECD pada tahun 2014, dibandingkan dengan US$90,4 miliar atau 
1,6% dalam 2000.139 Pada tahun 2001, industri hak cipta inti mencapai 
perkiraan keluaran sebesar S$12.249,8 juta. Lima industri yang paling penting 
dalam kelompok tersebut adalah: 
1. Perangkat Lunak dan Basis Data 
2. Pers dan Sastra 
3. Layanan Periklanan 
4. Radio dan Televisi 
5. Musik, Produksi Teater dan Opera. 
Industri ini merupakan S$11.522,7 juta atau 94,1% dari seluruh industri 
hak cipta inti dalam hal output. Industri perangkat lunak dan basis data adalah 
yang terbesar, terhitung S$4.323,9 juta atau 35,2% dari total output. Pers dan 
sastra berada di urutan kedua dengan S$3.329,6 juta (27,2%) sedangkan 
layanan periklanan berada di urutan ketiga dengan S$1,755,6 juta (14,3%). 
Radio dan televisi dan musik, produksi teater dan industri opera mengikuti 
 
139Mr K Shanngum, “Intellectual Property IP HUB master Plan developing Singapore as a 





dengan masing-masing S$1,257,5 juta (10,3%) dan S$856,2 juta (7%). Empat 
industri yang tersisa yaitu, film dan video, seni visual dan grafis, fotografi, dan 
lembaga pengumpul hak cipta menyumbang sisa S$727,1 juta, atau 5,9% dari 
output dari industri hak cipta inti. 
 
Gambar 2.5 
Kemudian berikut adalah perkembangan Hak cipta dari tahun 2005 
sampai 2018 terkait Pembayaran dan tanda terima untuk penggunaan hak 
kepemilikan yang sah (seperti paten, merek dagang, hak cipta, proses dan 
desain industri termasuk rahasia dagang, dan waralaba) dan untuk 
penggunaan produk asli atau prototipe (seperti hak cipta atas buku dan 
manuskrip) dirujuk sebagai biaya untuk penggunaan kekayaan intelektual.140 
 
140 R. Hirschmann, “Charges for the use of intellectual property in Singapore 2005-2018”, 





B. Perbandingan Mekanisme Penerapan Hak Cipta Terkait dengan Objek 
Jaminan fidusia 
Terkait pada hasil pembahasan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, 
dapat diketahui bahwa mengenai Penerapan Hak cipta terkait dengan objek 
jaminan fidusia, di Indonesia diatur dalam..Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, dalam pengaturan mengenai jaminan 
fidusia diatur dalam peraturan Undang-Unang No. 42 tahun 1999 tentang 
Jaminan fidusia, sedangkan peraturan tentang Hak cipta di singapura diatur 
dalam Copyright Act 1987 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang") 
yang mulai berlaku pada tanggal 10 April 1987. Undang-undang ini didasarkan 
pada Australian Copyright Act 1968. The Prinsip dasar hukum hak cipta di 
Singapura serupa dengan yang ada di Inggris dan Australia. Secara umum, 
ketentuan peraturan mengenai Hak Cipta di Indonesia dan singapura terdapat 




organisasi Internasional dan menyetujui perjanjian-perjanjian internasional 
tentang Hak Cipta yang sama. Berikut ini akan diuraikan tentang persamaannya: 
1. Persamaaan Penerapan mekanisme Hak cipta Terkait dengan objek 
Jaminan Fidusia di Negara Singapura dan Indonesia.  
Pertama persamaan mengenai penerapan Hak cipta pada dasarnya 
Negara Indonesia dan Singapura merupakan Negara yang termasuk dalam 
anggota dari Organisasi international antara lainnya seperti World 
Intelectuall Property Organization WIPO, negara Indonesia sebagai salah 
satu anggota WTO dan TRIP’s telah menyetujui perjanjian TRIP’S melalui 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO) 
sebagaimana undang-undang Hak cipta telah mengalami beberpakali 
perubahan yang terakhir yakni Undang-undang No. 28 tahun 2014 dan 
Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 
yang terdapat dalam TRIP’S (Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) dan juga sebgai anggota UNICITRAL United Nation Commision on 
International Trade Law. 
Kedua persamaan dalam pengaturan tentang Hak cipta Terkait dengan 
Objek Jaminan Fidusia, di Indonesia pengaturan mengenai hak cipta diatur 
Di Indonesia sejak diberlakukannya Auteurswet 1912 sampai dengan tahun 
1982 maka Indonesia baru berhasil membuat Undang-undang mengenai hak 
cipta, lebih dari 70 tahun yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang 




Auteurswet 1912 menjadi dicabut. Sepanjang perjalanannya regulasi terkait 
hak cipta hingga saat ini telah mengalami penggantian sebanyak 3 (tiga) kali 
dan aturan perundang-undangan terbaru yang saat ini menjadi berlaku 
dibidang hak cipta adalah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.141 
dimana jika dilihat sescara umum Kekayaan Intelectual termasuk pada Hak 
Cipta ini memiliki suatu nilai ekonomis.  
Sebgaimana mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan yang 
termuat dalam Uu No. 28 tahun 2014, telah disebutkan mengenai Hak 
ekonomi yang terkandung dalam hak cipta diartikan sebagai hak yang 
dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi terdiri dari hak untuk mengumumkan 
(right to publish atau right to copy atau mechanical right).142 Berdasarkan 
Pasal 7 ayat (2) undang-undang Hak Cipta,  
Hak eknomi yang terkandung di dalam Hak cipta. di Singapura pun 
mengatur hal yang sama pada dasarnya segala hasil dari suatu karya yang 
telah diwujudkan memiliki kandungan Nilai ekonomi, Dalam undang-
undang hak cipta Singapura menjelaskan bahwa Hak cipta Hak cipta ialah 
merupakan sebuah hak untuk melindungi suatu bentuk karya, seperti buku, 
lirik dalam lagu, aransemen musika, majalah, kompilasi informasi, foto, 
tarian, Skrip untuk drama, program Komputer, gambar, patung, aransemen 
 
       141Sophar M Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.140. 
       142Hary Randy Lalamentik “Kajian hukum tentang Hak Terkait (Neighboring Right) 
sebagai Hak Hak ekonomi Pencipta Berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 Tentang hak cipta”, jurnal 




Musik, lirik, rekaman vidio, Film sinematografi, siaran televisi, rekaman 
sura dan program kabel dll. Secara umum sesuai dengan sifatnya bahwa hak 
cipta merupakan suatu Hak eksklusif, seorang pencipta berhak untuk 
memperbanyak, mempublikasikan, dan/ atau mengkomunikasikan 
ciptaannya,143 dalam Hak ini lah yang memungkinkan pemilik hak cipta 
untuk mengguasai atau mengontrol dan mengeksploitasi dan atau 
mengkomersialkan hasil ciptaanya. 
Ketiga dalam penerapan klasifikasi mengenai benda pada Hak cipta 
terkait dengan objek jaminan Fidusia. Di Indonesia penjelasan tentang 
pengaturan Benda dalam hak cipta termuat dalam ketentuan pada Pasal 16 
ayat 1 yang menegaskan bahwa; “Hak cipta Sebagai Benda bergerak Tidak 
berwujud”, Menurut peneliti mengutip dari pendapat Sudjana yang 
menegaskan bahwa, Hak cipta yang sebagai suatu perwujudan benda 
bergerak tidak berwujud (intangible asset), yang dapat di Mungkinkan 
untuk dibebani sebagai salah satu objek Jaminan kredit dengan melalui 
lembaga jaminan fidusia.144 Perihal pelaksanaan hak cipta terkait dengan 
objek jaminan fidusia ini diatur lebih lanjut, pada ketentuan pasal 16 ayat 
(4) mengenai Hak cipta sebagai Objek Jaminan fidusia ini diatur dengan 
ketentuan peraturan lebih lanjut.  
Peraturan yang bertentangan yakni pada ketentuan Undang-undang 
Nomor 42 tahun 1997 tentang Jaminan fidusia. Hakekat dasarnya jaminan 
 
143Tan Tee Jim, Et al. “Copyright in Singapore, getting the deal Through Law Business 
research Ltd”, 2014. Page. 170 Acessed  30 Maret 2021. 




fidusia adalah jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang akan 
datang maupun yang sedang berlangsung) yang dalam premisnya 
memberikan barang-barang bergerak sebagai suatu jaminan, akan tetapi 
dapat juga diperluas sebagai barang tidak bergerak dengan menggunakan 
pemberian atas penguasaan sementara atas barang-barang jaminan hutang 
kepada debitur (melalui hak milik atas barang jaminan itu diberikan kepada 
kreditur) yang kemudian kreditur menyerahkan kembali kepemilikan 
barang-barang tersebut. barang tersebut kepada debitur dengan prinsip 
kepercayaan (fiduciary)145 
Sedangkan di Singapura Properti Bergerak Tidak berwujud seperti 
perdagangan hutang, piutang, hak untuk menuntut berdasarkan kontrak, 
saham dan, saham bank deposito, hak berdasarkan polis asuransi dan hak 
kekayaan intelektual termasuk hak cipta, Tercantum dalam Singapore Law 
Watch (SAL) dalam Commercial Law Chapter. 11 The Law of Credit and 
Security Section 1 yang menyatakan bahwa Setiap jenis kepentingan 
jaminan melibatkan formalitas hukum yang berbeda dan menciptakan hak 
dan kewajiban hukum yang berbeda. Sehingga Singapura dalam hal 
menjalankan dan menerima HKI termasuk Hak Cipta untuk dijadikan 
sebagai objek agunan kredit salah satunya adalah Jaminan Fidusia tentunya 
merujuk beberapa dasar hukum yang sudah dijelaskan diatas yang tentunya 
 




juga termasuk kedalam perjanjian Internasional serta aturan yang diterapkan 
dengan berpatokan pada hukum yang ada di Inggris.146 
Keempat pada dasarnya pengaturan mekanisme dalam melaksanakan 
Hak Cipta terkait dengan Objek Jaminan Fidusia ini, harus didaftarkan 
terlebeih dahulu melalui Ditjend Kekayaan Intelektual, Di Indonesia 
pendaftaaran Kekayaan Intelektual Di kelola oleh sebuah Lembaga yang 
Bernaung Dibawah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu 
Direktorat Jendral Kekeayaaan Intelektual, di Singapura Juga sama dalam 
mengelola IP Intelectuall Property di kelola oleh sebuah lembaga yang 
Bernama IPOs Intelectuall Property Office Singapore,  
Berdasarkan uraian terkait persamaan diatas, maka penulis membuat 
tabel sebagai ringkasan untuk memudahkan para pembaca, sebagai berikut: 
Tabel 1. 
Persamaan Penerapan Hak cipta sebgai objek jaminan Fidusia di 
Indonesia dan Singapura 
No. Persamaan Negara 
Indonesia Singapura 
1. Ratifikasi perjanjian 
international 
Indonesia meratifikasi 
Berne Konvensi 1886 
pada tanggal 7 Mei 
1997. Indonesia 
menyetujui Copy 
Right Treaty WIPO 











     146Tan Tee Jim, SC and Zechariah J H Chan, “Copyright in 24 jurisdictions worldwide 




2. Hak eksklusif dalam 
Hak Cipta 
Berdasarkan Pasal 7 
ayat (2) undang-
undang Hak Cipta, 
Hak ekonomi.terdiri 
dari hak untuk 
mengumumkan (right 
to publish atau right 
to copy atau 
mechanical right). 
Secara umum sesuai 
dengan sifatnya 
bahwa hak cipta 
merupakan hak 
eksklusif, sehingga 
dalam Hak ini lah 
yang memungkinkan 






3. Objek benda 
jaminan Fidusia 
pada Hak Cipta 
Undang-undang 
Nomor 42 tahun 1997 
Tentang Jaminan 
fidusia, prinsipnya 
jaminan fidusia adalah 







Pasal 16 ayat 1 dan 
pada ketentuan pasal 
16 ayat (4) mengenai 
Hak cipta sebagai 
Objek Jaminan fidusia 
Dalam Prinsipnya 
objek jamianan di 
Singapura Sama 
Dengan Indonesia  
4. Lembaga yang 















Value Lab Singapore 
(IPVLs) 
 
2. Perbedaan mengenai Penerapan mekanisme pada Hak Cipta terkait 





        Perbedaan yang pertama dalam pelaksanaan hak cipta terkait dengan 
objek jaminan fidusia Di Singapura diketahui bahwa kantor Kekayaan 
Intelektual Singapura (Intelectuall Property Office Singapore) IPOs, telah 
memfasilitasi terkait pada pendanaan atas jaminan Hak cipta dalam 
Prekteknya IPOs akan menunjuk 3 (tiga) bank yaitu UOB (United Overseas 
Bank), OCBC (Overseas-Chinese Bank Corporation), dan DBS 
(Development Bank of Singapore) untuk menyalurkan pendanaan terkait 
dengan jaminan Hak Cipta. Sedangkan di Indonesia terkait dengan hak 
Cipta sebagai jaminan lembaga keuangan/Bank belum bersedia untuk 
menerima suatu aset Hak cipta Sebagai suatu jaminan Fidusia. 
         Perbedaan yang Kedua ialah mengenai penentuan nilai Objek Hak 
cipta terkait dengan Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan nya Di Indonesia 
Objek yang Dijaminkan Fidusia harus memiliki nilai ekonomi, dimaksud 
pada ketentuan 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum 
Pasal 43. Selain tidak tercantum dalam daftar agunan untuk Hak Cipta, 
hingga sekarang ini belum ada pedoman terkait penilaian yang dapat 
digunakan oleh Penilai Publik Untuk menetntukan nilai objek Hak cipta 
terkait dengan Jaminan Fidusia. Dibandingkan dengan Singapura dalam 
mekanisme pelaksanaan penentuan nilai aset suatu jaminan terhadap KI 
(Kekayaan Intelektual) atau di singapura disebut dengan (Inteleltual 
Property) IP termasuk Hak cipta dilakukan dengan sistem valuasi melalui 
konsep Intellectual Property Value Lab, IPVL, yang mana merupakan 




yang dilakukan oleh IPVL adalah antara lain;147 a). Mempromosikan dan 
mengembangkan manajemen dan strategi KI, b). Komersialisasi dan 
monetary KI, c). Menilai aset-aset Kekayaan Intelektual.  
        Berdasarkan uraian terkait persamaan diatas, maka penulis membuat tabel 
sebagai ringkasan untuk memudahkan para pembaca, sebagai berikut:  
Tabel 2. Perbedaan Penerapan Hak Cipta sebgai objek jaminan Fidusia di Indonesia 
dan Singapura 
No. Perbedaan Negara 
Singapura Indonesia 
1. Pendanaan objek Hak 
Cipta sebagai 
Jaminan fidusia 
IPOs menunjuk 3 






of Singapore) untuk 
menyalurkan 
pendanaan terkait 




belum bersedia untuk 
menerima suatu aset 
Hak cipta Sebagai 
suatu jaminan 
Fidusia. 
2. Penentuan Nilai 











strategi KI di 
Singapura,. 
Belum ada lembaga 
penilai asset Hak 





147Update to the intellectual property Hub master plane, “Intellectual Property Financing 
Scheme Information Sheet”, https://www.ipos.gov.sg/ 1 July 2016.pdf. diakses pada tanggal  25 







Berdasarkan pada kajian Bab-bab yang telah dibahas sebelumynya maka 
dapat di simpulkan sebagai berikut; 
1. di Indonesia penerapan mekanisme jaminan fidusia terhadap hak cipta 
berdasarkan ketentuan Pasal 16 (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak cipta, baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undacxan. namun ketentuan peraturan perundang-undangan 
Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu; Benda bergerak, 
berwujud dan tidak berwujud; Maka korelasi yang menjadi objek jaminan 
hanya berlaku atas ciptaan yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual pada peneliti dan diidentifikasi dengan diterbitkannya 
surat pendaftaran hak cipta. Sedangkan di singapura 63, edisi revisi 2006). 
Berdasarkan ketentuan dalam Commercial Law Chapter. 11 The Law of 
Credit and Security Section 1, Melalui IPO (Kekayaan Intelektual 
Singapura) sendiri telah menunjuk tiga perusahaan jasa bank yang penuh 
untuk hanya menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan. Dan ada suatu 
usaha untuk aset dalam jenis Copyright membagikan oleh suatu lembaga 
yang disebut IPVL (harga Kekayaan Intelektual Lab) yang dikembangkan 
sebagai anak perusahaan dari IPOS itu sendiri, maka kekayaan HKI yang 
setara dengan hak cipta digunakan sebagai jaminan fidusia. 
2. Perbandingan alat Hak Cipta yang melibatkan hal dari Fidusia Jaminan di 




perbedaan Secara umum, ketentuan yang berlaku tentang Hak cipta di 
Indonesia dan Singapura memiliki banyak kesamaan, diantaranya adalah 
terkait kedua negara tersebut telah menyesetujui perjanjian internasional, 
termasuk; Bern Convention, WIPO, UNICITRAL, Trips Agrement dan 
WIPO Performance and Phonogram Treaty. Meskipun memiliki banyak 
kesamaan, akan tetapi disisi lain terdapat perbedaan dalam penerapan 
pengaturan dikedua negara, yaitu diantaranya pertama Kantor kekayaan 
intelektual Singapura IPOs akan menunjuk 3 (tiga) bank untuk menyalurkan 
pendanaan terkait dengan jaminan Hak Cipta sedangkan di indonesia 
lembaga keuangan/Bank belum bersedia untuk menerima suatu aset Hak 
cipta Sebagai suatu jaminan Fidusia. Yang Kedua; Adanya suatu sistem 
valuasi (penilai) melalui Intellectual Property Value Lab, IPVL, yang mana 
merupakan perkembangkan dari manajemen dan strategi KI di Singapura, 
sedangkan di indonesia Belum ada lembaga penilai asset Hak Cipta terkait 
dengan objek Jaminan fidusia. 
B. Saran  
Saran dari penulis perihal dengan kajian dalam penelitian ini yakni 
antara lain: 
1. Berdasarkan tentang Mekanisme Penerapan hak Cipta terkait dengan 
Objek Jaminan fidusia Bahwa pengaturan hukum tentang jaminan 
fidusia terhadap hak cipta perlu dibuat pengaturan lebih lanjut, 
khsususnya pada lembaga yang berkaitan untuk menilai objek benda 




termuat dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC baru hanya bersifat pernyataan 
saja. Kemudian terkait pada hal tersebut perlu di dikaji lebih mendalam 
sebab pada hakekat nya Haki bukan hanya sekedar untuk dapat 
dinikmati secara ekonomi saja akan tetapi melihat dari sisi hak moral 
juga Sehingga penerapan tersebut dapat terlaksanakan terhadap 
meknisme Hak Cipta terkait dengan Objek jaminan fidusia ini. 
2. Terkait Perbandingan yang telah penulis lakukan Bahwa Negara 
Indonesia dalam melaksanakan Ketentuan pada pasal 16 UUHC ini 
harus Melihat pada penerapan skema Yang Dilakukan oleh Negara 
Singapura, Sebagai Konsep acuan Untuk Melaksanakan Hak Cipta 
Terkait denga Objek Jaminan Fidusia adalah Melalui pembentukan 
badan penilai Khsusus pada objek Haki untuk dapat dijaminkan sebagai 
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